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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2016 dapat diselesaikan, 

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah.  Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Kota Palu Tahun 2016 ini berpedoman pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. Secara substantif laporan kinerja ini merupakan sarana 

pelaporan kinerja dalam rangka pengimplementasian Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam 

mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Palu.  

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota 

Palu Tahun 2016 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Palu Tahun 2016–2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan 

pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good 

Government dan Clean Government. Hasil capaian kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan Kota Palu tidak terlepas dari kerjasama dan 

kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah 

daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun 

pengawasannya. 
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Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu 

Tahun 2016 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap 

pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2017 serta dijadikan 

sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan peningkatan kinerja dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

Palu,      Maret  2017 

Wali Kota Palu, 

 
 
 
 
Drs. Hidayat, M.Si 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 
    

 Penyelenggaraan Pemerintah Kota Palu berupaya menyelenggarakan 

pemerintahan dengan prinsip pemerintahan yang baik (good government) 

dan berorientasi kepada hasil (result oriented government) sesuai dengan 

kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu 

diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja harus 

memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur jelas 

atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga hasil yang dicapai 

dapat terukur, teruji dan diandalkan. 

Pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran yang tertuang 

dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2016-2021. 

Tahun 2016 Pemerintah Kota Palu menetapkan 16 tujuan, 16 sasaran dan 29 

indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota 

Nomor 04/Bappeda/I/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota 

Palu Tahun 2016 dan Keputusan Wali Kota Nomor 24/Bappeda/IX/2016 

tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 04/Bappeda/I/2016 

tentang Indikator Kinerja Utama Kota Palu Tahun 2016, dengan rincian 

sebagai berikut: 

 Misi I terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja; 

 Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator kinerja dengan 

rata-rata capaian Tahun 2016 kategori Baik Sekali. 

 Misi II terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 6 indikator kinerja; 

 Capaian indikator sasaran, sebanyak 6 indikator kinerja dengan 

rata-rata capaian Tahun 2016 kategori Baik Sekali. 

 Misi III terdapat 3 tujuan, 3 sasaran dan 7 indikator kinerja; 

 Capaian indikator sasaran, sebanyak 7 indikator kinerja dengan 

rata-rata capaian Tahun 2016 kategori baik sekali. 
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 Misi IV terdapat 3 tujuan, 3 sasaran dan 7 indikator kinerja; 

 Capaian indikator sasaran, sebanyak 7 indikator kinerja dengan 

rata-rata capaian Tahun 2016 kategori baik sekali. 

 Misi V terdapat 5 tujuan, 5 sasaran dan 5 indikator kinerja; 

 Capaian indikator sasaran, sebanyak 5 indikator kinerja dengan 

rata-rata capaian Tahun 2016 kategori baik sekali. 

 Misi VI terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja; 

 Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator kinerja dengan 

rata-rata capaian Tahun 2016 kategori baik sekali. 

 

Berdasarkan ketercapaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas, 

menunjukkan hasil analisis pencapaian indikator kinerja sasaran dari 16 

tujuan, 16 sasaran yang mencakup 29 indikator kinerja sasaran, diperoleh 26 

indikator kinerja atau 89,65 % dikategorikan Baik Sekali, 2 (Dua) indikator 

kinerja atau 6,90 % dikategorikan Baik dan 1 (Satu) indikator kinerja atau 

3,45 % dikategorikan Cukup. Dengan demikian rata-rata realisasi capaian 

kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2016 mencapai 97,80 % dikategorikan 

Baik Sekali.  
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Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Palu Tahun 2016 
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1.1. Latar Belakang  

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP)  adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan 

setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari 

evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun 

anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Lakip, sebagai bahan 

pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan 

pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri 

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir 

Mengingat Pemerintah Kota Palu  pada Tahun 2016 memasuki 

momentum masa transisi peralihan kepemimpinan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah dengan dilantiknya Drs. Hidayat, M.Si. dan Sigit 

Purnomo Said sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu pada 

tanggal 19 Februari 2016 oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Selain itu,  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 telah 

berakhir dan  ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah 2016-2021 pada tanggal 30 Agustus 2016.  
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Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Kota Palu 

Tahun 2016 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan 

pemerintahan tahunan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 16 

Tahun 2016 tentang  Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palu 

Tahun 2016 merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh 

gerak penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan 

Kota Palu berpedoman dengan RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021.  

 

1.2. Gambaran Umum Kota Palu 

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi 

Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan 

jumlah penduduk 360.973 jiwa pada wilayah seluas 395,06 kilometer 

persegi berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. 

Secara administratif batas-batas wilayah Kota Palu adalah sebagai 

berikut:  

 Sebelah Utara : Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala;  

 Sebelah Selatan : Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi 

Biromaru, Kabupaten Sigi;  

 Sebelah Barat :Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola 

Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa 

Kabupaten Donggala; 

 Sebelah Timur : Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan 

Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala. 

Wilayah Kota Palu terbagi atas 8 (delapan) kecamatan dan 46 

(empat puluh enam) kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan 

Mantikulore yaitu seluas 206,80 km² (52,35%) dan kecamatan terkecil 

adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km² (1,95%). Luas 

wilayah Kota Palu menurut kecamatan ditampilkan dalam Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1  
Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan  

 

No. Kecamatan Luas (KM2) Persentase 

1. Palu Barat 8,28 2,10 

2. Tatanga 14,95 3,78 

3. Ulujadi 40,25 10,19 

4. Palu Selatan 27,38 6,93 

5. Palu Timur 7,71 1,95 

6. Mantikulore 206,8 52,35 

7. Palu Utara 29,94 7,58 

8. Tawaeli 59,75 15,12 

Kota Palu 395,06 100,00 
      

 Sumber: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2016 

 

Adapun komposisi penduduk Kota Palu menurut jenis kelamin 

per kecamatan ditampilkan dalam Tabel 1.2. 

 

Tabel 1.2 
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan   

Kota Palu Tahun 2016 
 
 

NO. KECAMATAN 

JENIS KELAMIN 

JUMLAH 

Kepala 

Keluarga 

(KK) 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 Palu Timur 24.280 24.368 48.648 14.430 

2 Palu Barat 26.889 26.438 53.327 15.024 

3 Palu Selatan 37.062 36.023 73.085 21.426 

4 Palu Utara 11.955 11.675 23.630 6.566 

5 Ulujadi 15.176 14.679 29.855 8.411 

6 Tatanga 23.418 22.861 46.279 13.144 

7 Tawaeli 11.244 10.674 21.918 6.187 

8 Mantikulore 32.466 31.765 64.231 18.455 

JUMLAH TOTAL 182.490 178.483 360.973 103.643 

        Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, 2016 
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Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang 

terbesar di Kecamatan Palu Selatan yang mencapai 73.085 jiwa 

atau 20,25%, kemudian Kecamatan Mantikulore 64.231 jiwa atau 

17,80%, sedangkan Kecamatan Tawaeli terkecil yaitu 21.918 jiwa 

atau 6,07%. Kepala keluarga yang tersebar di 46 Kelurahan 

dapat dijelaskan bahwa jumlah KK di Kota Palu sebanyak 

103.643. Jumlah KK terbanyak di Kecamatan Palu Selatan 

mencapai  21.426 KK atau 20,67% dan yang terkecil Kecamatan 

Tawaeli sebesar 6.187 KK atau 5,97%. Adapun Kelurahan 

menurut Kecamatan dan jarak ke ibu Kota Palu disajikan pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel  1.3 
Banyaknya Kelurahan Menurut Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan 

dan Jarak Ibu Kota Kecamatan Dengan Ibu Kota Palu Tahun 2015 
 
 

No. Kecamatan 
Banyaknya 

Kelurahan 
Ibu Kota 

Jarak Melalui 

Darat (KM) 

1. Palu Barat 6 Lere 4 

2. Tatanga 6 Pengawu 6 

3. Ulujadi 6 Tipo 9 

4. Palu Selatan 5 Birobuli Utara 2 

5. Palu Timur 5 Besusu Barat 3 

6. Mantikulore 8 Talise 3 

7. Palu Utara 5 Mamboro 10 

8. Tawaeli 5 Lambara 17 

Jumlah 46 - - 

Sumber: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2016 

 

Berdasarkan Tabel 1.3 kecamatan dengan jumlah kelurahan 

terbanyak adalah Kecamatan Mantikulore dengan jumlah kelurahan 

sebanyak 8 (delapan) kelurahan.  

Kecamatan terjauh dari pusat kota adalah Kecamatan Tawaeli 

dengan jarak 17 Km. 
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B. Letak dan Kondisi Geografis 

Kota Palu yang berada pada kawasan dataran Lembah Palu dan 

Teluk Palu, secara astronomis terletak antara 0º,36” -  0º,56” Lintang 

Selatan dan 119º,45” - 121º,1” Bujur Timur. Letak wilayah Kota Palu 

menurut kecamatan tergambar pada peta Kota Palu sebagaimana 

Gambar 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Palu, Tahun 2015 

Gambar 1.1 
Peta Wilayah Kota Palu 

 

Kota Palu berada di sekitar garis Khatulistiwa terdiri dari 46 

(empat puluh enam) kelurahan. Sebagian besar kelurahan berada pada 

daratan lembah Palu yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) 

kelurahan, 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang 

Pantai Teluk Palu. Letak kecamatan Kota Palu menurut posisi pantai 

ditampilkan dalam Tabel 1.4.  
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Tabel 1.4 

Letak Kecamatan Menurut Posisi Pantai di Kota Palu Tahun 2015 

No Kecamatan 
Jumlah 

Kelurahan 

Letak 

Pantai Bukan Pantai 

1 Palu Barat 6 1 5 

2 Tatanga 6 - 6 

3 Ulujadi 6 4 2 

4 Palu Selatan 5 - 5 

5 Palu Timur 5 1 4 

6 Mantikulore 8 3 5 

7 Palu Utara 5 4 1 

8 Tawaeli 5 4 1 

Kota Palu 46 17 29 

Sumber: BPS,  Kota Palu Dalam  Angka, Tahun 2016 

 

Kecamatan Tatanga dan Palu Selatan seluruhnya berada di 

wilayah bukan pantai. Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli 

hampir semuanya berada pada pesisir pantai, dimana terdapat 4 

(empat) kelurahan yang berada pada pesisir pantai dan hanya terdapat 

1 (satu) kelurahan yang berada pada wilayah bukan pantai. Demikian 

halnya dengan Kecamatan Ulujadi yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan, 

4 (empat) diantaranya berada di sepanjang pesisir pantai dan 2 (dua) 

lainnya berada pada wilayah bukan pantai. 

 

C. Kondisi Topografi 

Kondisi topografi Kota Palu adalah datar sampai bergelombang 

dengan beberapa daerah yang berlembah. Kondisi topografi wilayah 

Kota Palu ditunjukkan dalam Gambar 1.2 dan Tabel 1.5.  

Gambar 1.2 menunjukan bahwa sebagian besar wilayah Kota 

Palu memiliki permukaan yang datar dengan persentase 6 sampai 75 

% dari total luas wilayah. Wilayah yang memiliki permukaan 
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Datar (0-2 Derajat)  
 74,95 % 

Bergelombang (2-
15 Derajat)  

5 % 

Curam (15-40 
Derajat)  

20% 

Sangat curam (>40 
Derajat)  
 0,05 % 

bergelombang dengan kemiringan diantara 2-15 derajat sebesar 5%. 

Wilayah Kota Palu memiliki kemiringan antara 15-40 derajat seluas 

20%. Terdapat 0,05% wilayah dengan kemiringan ˃ 40 derajat. Wilayah 

dengan kemiringan di atas 15 derajat termasuk dalam kategori curam 

sehingga perumahan maupun aktivitas rumah tangga lainnya sulit untuk 

dilakukan pada areal tersebut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2016 

Gambar 1.2 

Kondisi Kemiringan Wilayah Kota Palu 

 

 

Ketinggian kelurahan dari permukaan laut menurut kecamatan di 

Kota Palu menunjukkan 44 (empat puluh empat) kelurahan yang 

memiliki ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut. 

Kelurahan yang memiliki ketingggian antara 500 – 700 meter dari 

permukaan laut sebanyak 2 (dua) kelurahan dan tidak terdapat 

kelurahan yang berada pada ketinggian di atas 700 meter dari 

permukaan laut. Secara keseluruhan ditampilkan pada Tabel 1.5 di 

bawah ini. 
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Tabel 1.5 

Ketinggian Kelurahan Dari Permukaan Laut 
Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2015 

 

No Kecamatan 
Jumlah 

Kelurahan 

Ketinggian dari Permukaan 

Laut (M) 

<500 500 – 700 700+ 

1 Palu Barat 6 6 - - 

2 Tatanga 6 6 - - 

3 Ulujadi 6 6 - - 

4 Palu Selatan 5 4 1 - 

5 Palu Timur 5 5 - - 

6 Mantikulore 8 7 1 - 

7 Palu Utara 5 5 - - 

8 Tawaeli 5 5 - - 

Kota Palu 46 44 2 - 

  Sumber: BPS,  Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2016 

 

D. Kondisi Geologi 

Secara umum formasi geologi tanah di Kota Palu terdiri  dari  

batuan  gunung berapi dan batuan terobosan yang tidak membeku 

(Inncous Intrusiverocks). Disamping itu terdapat batu-batuan 

metamorfosis dan sedimen. 

Dataran Lembah Palu potensi untuk pengembangan pertanian 

sistem intensif. Geologi tanah dataran lembah Palu ini terdiri dari 

bahan-bahan alluvial dan colluvial yang  berasal dari metamorfosis 

yang telah membeku dan tanahnya bertekstur sedang. 

 

E. Kondisi Hidrologi dan Klimatologi 

Kota Palu merupakan wilayah yang memiliki karakteristik yang 

spesifik, sehingga berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia 

yang mempunyai musim kemarau dan musim hujan. Kota Palu tidak 

dapat digolongkan sebagai daerah musim atau disebut sebagai non 

zona musim. (Palu dalam Angka Tahun 2015) 
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Wilayah Kota Palu dilalui oleh 11 (sebelas) aliran sungai, 

melintas melalui semua kecamatan. Kecamatan terbanyak dilalui aliran 

sungai adalah Kecamatan Mantikulore sebanyak 3 (tiga) sungai yaitu 

Sungai Kawatuna, Sungai Pondo dan Sungai Watutela. Sedangkan 

Kecamatan Palu Barat dilalui oleh Sungai Palu dan Kecamatan 

Tatanga dilalui oleh Sungai Lewara. Sedangkan 5 (lima) Kecamatan 

dilalui 2 (dua) sungai yaitu Kecamatan Ulujadi dilalui Sungai Buvu 

Mpemata dan Sungai Ngolo, Kecamatan Palu Selatan dilalui Sungai 

Palu dan Sungai Kawatuna, Kecamatan Palu Timur dilalui Sungai Palu 

dan Sungai Pondo, Kecamatan Palu Utara dilalui Sungai Taipa dan 

Sungai Pajeko, serta Kecamatan Tawaeli dilalui Sungai Pantoloan dan 

Sungai Tawaeli. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan  pada Tabel 1.6 di 

bawah ini. 

 
Tabel 1.6 

Nama Sungai yang Mengalir di Kota Palu  
Menurut Kecamatan 

 

No. Kecamatan Nama Sungai 

1. Palu Barat  Sungai Palu 

2. Tatanga  Sungai Lewara  

3. Ulujadi  Sungai Buvu Mpemata, dan Sungai Ngolo 

4. Palu Selatan  Sungai Palu, dan Sungai Kawatuna. 

5. Palu Timur  Sungai Palu, dan Sungai Pondo 

6. Mantikulore  Sungai Kawatuna, Sungai Pondo, dan Sungai 
Watutela 

7. Palu Utara  Sungai Taipa dan Sungai Pajeko 

8. Tawaeli  Sungai  Pantoloan, dan Sungan Tawaeli 

          Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2015 

 

Kondisi iklim Kota Palu dari tahun ke tahun selama 5 tahun 

terakhir cukup stabil, namun pada tahun 2015 sedikit mengalami 

perubahan. Perubahan yang cukup besar terjadi pada perubahan curah 

hujan. Curah hujan terus mengalami penurunan setiap tahunnya, dari 
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rata-rata 71,8 mm pada Tahun 2011 menjadi rata-rata 41,06 pada 

Tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada Tabel 1.7. 

 

Tabel 1.7 
Keadaan Iklim Rata-Rata Kota Palu Tahun 2011-2015 

 

Rata-rata 2011 2012 2013 2014 2015 

Suhu Udara (°C) 27,60 27,70 27,70 27,28 28,37 

Tekanan Udara (mb) 1.009,9 1.010,3 1.010,2 1.011,1, 1.011,7 

Kelembapan Udara (%) 76,10 76,00 76,40 77,88 72,51 

Penyinaran Matahari (%) 54,50 62,90 57,70 63,06 73,43 

Curah Hujan (mm) 71,98 63,38 62,33 58,76 41,06 

Kecepatan Angin (knots) 3,00 3,80 3,60 3,83 4,53 

Arah Angin Terbanyak Utara  
Barat 
Laut 

Barat 
Laut 

Barat 
Laut 

Barat 
Laut 

Sumber: Stasiun Udara Mutiara Palu 

 

Berdasarkan Tabel 1.7 suhu udara di Kota Palu selama lima 

tahun terakhir sedikit mengalami peningkatan, dari rata-rata 27,6°C 

pada Tahun 2011 menjadi 28,37°C pada Tahun 2015. Kelembapan 

udara mengalami penurunan, dimana pada Tahun 2011 rata-rata 

76,1% menjadi 72,51% pada Tahun 2015. Kecepatan angin terus 

mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2011 rata-rata 3,00 knots 

menjadi 4,53 knots pada Tahun 2015. Arah angin terbanyak adalah 

arah angin Barat Laut. 

 

1.3. Organisasi Kota Palu 

 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palu pada 

Tahun 2016 masih mengacu Peraturan Daerah  Kota Palu Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, Peraturan 

Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Kota Palu, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 06 
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Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 

Daerah, Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 07 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Adapun Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Kota Palu sebagai berikut: 

 

Tabel 1.8 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palu 

berdasarkan PP 41 Tahun 2007 
 

NO. 
INSTANSI/SATUAN UNIT 

KERJA 

FORMASI / ESELON 

JML 

II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A SEKRETARIAT                 

1 Sekretariat Daerah Kota 1 8 9 - 26 - - 44 

2 Sekretariat DPRD Kota - 1 3 - 8 - - 12 

3 Sekretariat KPU - - 1 - 4 - - 5 

4 
Sekretariat Dewan Pengurus 

KORPRI  
- - - 1 - 3 - 4 

JUMLAH A 1 9 13 1 38 3 0 65 

B DINAS                 

1 
Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan 
- 1 1 5 21 13 30 71 

2 Dinas Kesehatan - 1 1 4 28 13 - 47 

3 Dinas Pekerjaan Umum - 1 1 3 15 4 - 24 

4 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah 
- 1 1 5 19 4 - 30 

5 Dinas Pemuda dan Olah Raga - 1 1 3 10 - - 15 

6 

Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah  

- 1 1 6 18 1 - 27 

7 
Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 
- 1 1 3 9 - - 14 

8 
 

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 
 

- 
 

1 
 

1 
 

5 
 

19 
 

1 
 

- 
 

27 
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NO. 
INSTANSI/SATUAN UNIT 

KERJA 

FORMASI / ESELON 

JML 

II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 
Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika 
- 1 1 4 16 4 - 26 

10 
Dinas Pertanian, Kehutanan dan 

Kelautan 
- 1 1 5 21 4 - 32 

11 
Dinas Penataan Ruang dan 

Perumahan 
- 1 1 4 15 1 - 22 

12 
Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan 
- 1 1 4 16 2 - 24 

13 
Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif 
- 1 1 3 9 - - 14 

14 
Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral 
- 1 1 3 9 - - 14 

JUMLAH B 0 14 14 57 225 47 30 387 

C BADAN                 

1 

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan 

Penanaman Modal 

- 1 1 5 13 - - 20 

2 Badan Kepegawaian Daerah - 1 1 4 11 - - 17 

3 Badan Lingkungan Hidup - 1 1 3 9 - - 14 

4 
Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan 
- 1 1 3 9 - - 14 

5 
Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik 
- 1 1 3 9 - - 14 

6 
Badan Pelaksana Penyuluh dan 

Ketahanan Pangan 
- 1 1 4 11 - - 17 

7 
Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu 
- 1 1 3 9 - - 14 

8 

 

Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah 

 

- 

 

1 

 

- 

 

4 

 

9 

 

- 

 

- 

 

14 
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NO. 
INSTANSI/SATUAN UNIT 

KERJA 

FORMASI / ESELON 

JML 

II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 
Badan Pemberdayaan 

Masyarakat Daerah 
- 1 1 3 9 - - 14 

JUMLAH C 0 9 8 32 89 0 0 138 

D 
INSPEKTORAT - RUMAH 

SAKIT - SAT. POL. PP - KEK 
                

1 Inspektorat - 1 5 - 15 - - 21 

2 Rumah Sakit Umum Anutapura - 1 3 7 13 - - 24 

3 Satuan Polisi Pamong Praja - 1 - 5 11 - - 17 

4 
Administrator Kawasan Ekonomi 

Khusus Kota Palu 
- 1 - 3 6 - - 10 

JUMLAH D 0 4 8 15 45 0 0 72 

E KANTOR                 

1 Kantor Pemadam Kebakaran - - 1 - 6 2 - 9 

2 
Kantor Perpustakaan, Arsip dan 

Dokumentasi 
- - 1 - 4 - - 5 

3 
Kantor Perwakilan Pemda Kota 

Palu 
- - 1 - 4 - - 5 

JUMLAH E 0 0 3 0 14 2 0 19 

JUMLAH 1 36 46 105 411 52 30 681 

A 
KECAMATAN DAN 

KELURAHAN 
                

I Kecamatan Palu Barat - - 1 1 4 3 - 9 

1 Kelurahan Ujuna - - - - 1 5 - 6 

2 Kelurahan Baru - - - - 1 5 - 6 

3 Kelurahan Lere - - - - 1 5 - 6 

4 Kelurahan Kamonji - - - - 1 5 - 6 

5 Kelurahan Siranindi - - - - 1 5 - 6 

6 Kelurahan Balaroa - - - - 1 5 - 6 

  
JUMLAH I 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

10 

 

33 

 

0 

 

45 
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NO. 
INSTANSI/SATUAN UNIT 

KERJA 

FORMASI / ESELON 

JML 

II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

II Kecamatan Palu Timur - - 1 1 4 3 - 9 

7 Kelurahan Besusu Barat - - - - 1 5 - 6 

8 Kelurahan Besusu Tengah - - - - 1 5 - 6 

9 Kelurahan Besusu Timur - - - - 1 5 - 6 

10 Kelurahan Lolu Utara - - - - 1 5 - 6 

11 Kelurahan Lolu Selatan - - - - 1 5 - 6 

  JUMLAH II 0 0 1 1 9 28 0 39 

III Kecamatan Palu Selatan - - 1 1 4 3 - 9 

12 Kelurahan Birobuli Utara - - - - 1 5 - 6 

13 Kelurahan Birobuli Selatan - - - - 1 5 - 6 

14 Kelurahan Tatura Utara - - - - 1 5 - 6 

15 Kelurahan Tatura Selatan - - - - 1 5 - 6 

16 Kelurahan Petobo - - - - 1 5 - 6 

  JUMLAH III 0 0 1 1 9 28 0 39 

IV Kecamatan Palu Utara - - 1 1 4 3 - 9 

17 Kelurahan Mamboro - - - - 1 5 - 6 

18 Kelurahan Mamboro Barat - - - - 1 5 - 6 

19 Kelurahan Taipa - - - - 1 5 - 6 

20 Kelurahan Kayumalue Ngapa - - - - 1 5 - 6 

21 Kelurahan Kayumalue Pajeko - - - - 1 5 - 6 

  JUMLAH IV 0 0 1 1 9 28 0 39 

V Kecamatan Ulujadi - - 1 1 4 3 - 9 

22 Kelurahan Donggala Kodi - - - - 1 5 - 6 

23 Kelurahan Kabonena - - - - 1 5 - 6 

24 Kelurahan Silae - - - - 1 5 - 6 

25 Kelurahan Tipo - - - - 1 5 - 6 

26 Kelurahan Buluri - - - - 1 5 - 6 

27 Kelurahan Watusampu - - - - 1 5 - 6 

  
JUMLAH V 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

10 

 

33 

 

0 

 

45 
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NO. 
INSTANSI/SATUAN UNIT 

KERJA 

FORMASI / ESELON 

JML 

II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VI Kecamatan Tatanga - - 1 1 4 3 - 9 

28 Kelurahan Tawanjuka - - - - 1 5 - 6 

29 Kelurahan Pengawu - - - - 1 5 - 6 

30 Kelurahan Palupi - - - - 1 5 - 6 

31 Kelurahan Bayoege - - - - 1 5 - 6 

32 Kelurahan Nunu - - - - 1 5 - 6 

33 Kelurahan Duyu - - - - 1 5 - 6 

  JUMLAH VI 0 0 1 1 10 33 0 45 

VII Kecamatan Mantikulore - - 1 1 4 3 - 9 

34 Kelurahan Talise - - - - 1 5 - 6 

35 Kelurahan Tondo - - - - 1 5 - 6 

36 Kelurahan Layana Indah - - - - 1 5 - 6 

37 Kelurahan Lasoani - - - - 1 5 - 6 

38 Kelurahan Poboya - - - - 1 5 - 6 

39 Kelurahan Tanamodindi - - - - 1 5 - 6 

40 Kelurahan Kawatuna - - - - 1 5 - 6 

41 Kelurahan Talise Valangguni - - - - 1 5 - 6 

  JUMLAH VII 0 0 1 1 12 43 0 57 

VIII Kecamatan Tawaeli - - 1 1 4 3 - 9 

42 Kelurahan Panau - - - - 1 5 - 6 

43 Kelurahan Baiya - - - - 1 5 - 6 

44 Kelurahan Lambara - - - - 1 5 - 6 

45 Kelurahan Pantoloan - - - - 1 5 - 6 

46 Kelurahan Pantoloan Boya - - - - 1 5 - 6 

  JUMLAH VIII 0 0 1 1 9 28 0 39 

JUMLAH F 0 0 8 8 78 254 0 348 

  JUMLAH TOTAL 1 36 54 113 489 306 30 1029 

 

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Palu Tahun 2016 
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Selanjutnya pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Palu telah 

melakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah. Penyesuaian tersebut ditindaklanjuti dengan  

membentuk Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang 

ditetapkan pada tanggal   22 November 2016.  

Adapun pengisian Pejabat Tinggi Pratama Organisasi Perangkat 

Daerah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2016 dan Pejabat 

Administrator dan Pengawas dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 

2017. Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.9. 

 

Tabel 1.9 
Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu 

Berdasarkan PP 18 Tahun 2016 
 

NO. INSTANSI/SATUAN UNIT KERJA 

FORMASI / ESELON 

JML 
II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b V 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 

A SEKRETARIAT                 

1 Sekretariat Daerah Kota 1 6 9 - 27 - - 43 

2 Sekretariat DPRD Kota - 1 3 - 9 - - 13 

3 Inspektoral    1 4   2     7 

  JUMLAH 1 8 16 0 38 0 0 63 

B DINAS                 

1 
Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 
- 1 1 4 15     21 

2 Dinas Kesehatan - 1 1 4 15     21 

3 Dinas Permberdayaan Perempuan 

dan   Perlindungan Anak 
  1 1 4 15   - 21 

4 Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana 

 

  1 1 3 11     16 



17 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Palu Tahun 2016 

BAB I PENDAHULUAN 
 
 

NO. INSTANSI/SATUAN UNIT KERJA 

FORMASI / ESELON 

JML 
II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b V 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 
Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat  
- 1 1 5 18   - 25 

6 
Dinas  Koperasi dan UKM  dan 

Tenaga Kerja 
- 1 1 4 15   - 21 

7 
Dinas  Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
  1 1 4 15     21 

8 
Dinas  Perdagangan dan 

Perindustrian 
  1 1 3 11     16 

9 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan   1 1 4 15     21 

10 Dinas Pemuda dan Olah Raga - 1 1 3 11 - - 16 

11 Dinas Pendidikan  - 1 1 4 15     21 

12 Dinas  Pekerjaan Umum - 1 1 3 11   - 16 

13 
Dinas  Penataan Ruang dan 

Pertanahan . 
  1 1 2 8     12 

14 Dinas Perhubungan - 1 1 3 11   - 16 

15 
Dinas  Perumahan, dan   Kawasan 

Pemukiman   
  1 1 2 8     12 

16 Dinas Lingkungan Hidup  - 1 1 4 15   - 21 

17 
Dinas  Ketahanan Pangan dan 

Pertanian 
  1 1 6 21     29 

18 Dinas Komunikasi dan Informatika    1 1 3 11   - 16 

19 
Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan 
  1 1 3 11   - 16 

20 Satuan Polisi Pamong Praja   1 1 4 15   - 21 

21 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan   1 1 4 15     21 

  JUMLAH 0 21 21 76 282 0 0 400 

  BADAN                 

1 

 

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah  

 

- 

 

1 

 

1 

 

3 

 

11 

 

- 

 

- 

 

16 
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NO. INSTANSI/SATUAN UNIT KERJA 

FORMASI / ESELON 

JML 
II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b V 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 
Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 

- 1 1 3 11 - - 16 

3 
Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset 

- 1 1 3 11 - - 16 

4 Badan Pendapatan   1 1 3 11 - - 16 

5 
Badan Penelitian dan 
Pengembangan 

  1 1 3 11     16 

  JUMLAH 0 5 5 15 55 0 0 80 

  JUMLAH 1 34 42 91 375 0 0 543 

  Badan lainnya                 

1 
Administrator Kawasan Ekonomi 
Khusus  

- 1 - 3 6 - - 10 

2 Badan Kesbangpol.   1 1 3 9     14 

3 Badan Penanggulangan Bencana   1 - 4 9     14 

4 RSUD Anutapura         

JUMLAH    3 1 10 24 0 0 38 

  
 TOTAL BADAN/DINAS 

SEKRETARIAT 
1 37 43 101 399 0 0 581 

TIPELOGI KECAMATAN  A dan B 

A KECAMATAN DAN KELURAHAN                 

I Kecamatan Palu Barat - - 1 1 5 2 - 9 

1 Kelurahan Ujuna - - - - 1 4 - 5 

2 Kelurahan Baru - - - - 1 4 - 5 

3 Kelurahan Lere - - - - 1 4 - 5 

4 Kelurahan Kamonji - - - - 1 4 - 5 

5 Kelurahan Siranindi - - - - 1 4 - 5 

6 Kelurahan Balaroa - - - - 1 4 - 5 

  JUMLAH I 0 0 1 1 11 26 0 39 

II Kecamatan Palu Timur - - 1 0 5 2 - 8 

7 Kelurahan Besusu Barat - - - - 1 4 - 5 

8 Kelurahan Besusu Tengah - - - - 1 4 - 5 

9 Kelurahan Besusu Timur - - - - 1 4 - 5 

10 Kelurahan Lolu Utara - - - - 1 4 - 5 

11 Kelurahan Lolu Selatan - - - - 1 4 - 5 

  JUMLAH II 0 0 1 0 10 22 0 33 

III Kecamatan Palu Selatan - - 1 1 5 2 - 9 

12 Kelurahan Birobuli Utara - - - - 1 4 - 5 
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NO. INSTANSI/SATUAN UNIT KERJA 

FORMASI / ESELON 

JML 
II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b V 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 Kelurahan Birobuli Selatan - - - - 1 4 - 5 

14 Kelurahan Tatura Utara - - - - 1 4 - 5 

15 Kelurahan Tatura Selatan - - - - 1 4 - 5 

16 Kelurahan Petobo - - - - 1 4 - 5 

  JUMLAH III 0 0 1 1 10 22 0 34 

IV Kecamatan Palu Utara - - 1 1 5 2 - 9 

17 Kelurahan Mamboro - - - - 1 4 - 5 

18 Kelurahan Mamboro Barat - - - - 1 4 - 5 

19 Kelurahan Taipa - - - - 1 4 - 5 

20 Kelurahan Kayumalue Ngapa - - - - 1 4 - 5 

21 Kelurahan Kayumalue Pajeko - - - - 1 4 - 5 

  JUMLAH IV 0 0 1 1 10 22 0 34 

V Kecamatan Ulujadi - - 1 1 5 2 - 9 

22 Kelurahan Donggala Kodi - - - - 1 4 - 5 

23 Kelurahan Kabonena - - - - 1 4 - 5 

24 Kelurahan Silae - - - - 1 4 - 5 

25 Kelurahan Tipo - - - - 1 4 - 5 

26 Kelurahan Buluri - - - - 1 4 - 5 

27 Kelurahan Watusampu - - - - 1 4 - 5 

  JUMLAH V 0 0 1 1 11 26 0 39 

VI Kecamatan Tatanga - - 1 1 5 2 - 9 

28 Kelurahan Tawanjuka - - - - 1 4 - 5 

29 Kelurahan Pengawu - - - - 1 4 - 5 

30 Kelurahan Palupi - - - - 1 4 - 5 

31 Kelurahan Bayoege - - - - 1 4 - 5 

32 Kelurahan Nunu - - - - 1 4 - 5 

33 Kelurahan Duyu - - - - 1 4 - 5 

  JUMLAH VI 0 0 1 1 11 26 0 39 

VII Kecamatan Mantikulore - - 1 1 5 2 - 9 

34 Kelurahan Talise - - - - 1 4 - 5 

35 Kelurahan Tondo - - - - 1 4 - 5 

36 Kelurahan Layana Indah - - - - 1 4 - 5 

37 Kelurahan Lasoani - - - - 1 4 - 5 

38 Kelurahan Poboya - - - - 1 4 - 5 

39 Kelurahan Tanamodindi - - - - 1 4 - 5 

40 Kelurahan Kawatuna - - - - 1 4 - 5 

41 Kelurahan Talise Valangguni - - - - 1 4 - 5 

  JUMLAH VII 0 0 1 1 13 34 0 49 
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NO. INSTANSI/SATUAN UNIT KERJA 

FORMASI / ESELON 

JML 
II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b V 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 

VIII Kecamatan Tawaeli - - 1 1 5 2 - 9 

42 Kelurahan Panau - - - - 1 4 - 5 

43 Kelurahan Baiya - - - - 1 4 - 5 

44 Kelurahan Lambara - - - - 1 4 - 5 

45 Kelurahan Pantoloan - - - - 1 4 - 5 

46 Kelurahan Pantoloan Boya - - - - 1 4 - 5 

  JUMLAH VIII 0 0 1 1 10 22 0 34 

JUMLAH F 0 0 8 7 86 200 0 301 

 JUMLAH SELURUHNYA 1 37 51 108 485 200 0 882 
 

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Palu Tahun 2016 

 

Berdasarkan Tabel 1.8 dan membandingkan dengan Tabel 1.9 di 

atas, menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu 

telah melakukan rasionalisasi birokrasi, sehingga terjadi pengurangan 

jabatan struktural dari jumlah 1.029 menjadi 882 atau sebesar 14,29%.  

 

1.4. Permasalahan Umum Pemerintah Kota Palu 

Identifikasi permasalahan berdasarkan urusan kepemerintahan 

seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 

mengenai  pembagian urusan dan wewenang antara pemerintah pusat 

dan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya, dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 

1.4.1. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan 

wajib berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Palu. 

Permasalahan Kota Palu berhubungan dengan urusan 

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar :  

1. Pendidikan 

 Mutu hasil ujian nasional rendah. 

  Masih terdapat  anak putus sekolah. 
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2. Kesehatan  

 Angka harapan hidup Kota Palu mengalami penurunan. 

  Rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk yang masih 

rendah. 

  Rasio dokter spesialis masih kurang. 

 Kecukupan sarana kesehatan Puskesmas dan Pustu belum 

sesuai standar. 

  Kurangnya upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. 

  Rendahnya akses sanitasi yang layak. 

  Adanya peningkatan resiko penyakit berbasis lingkungan. 

  Peningkatan resiko penyakit akibat kerja dan lingkungan kerja. 

3. Pekerjaan Umum  

  Kebutuhan dan kelayakan air bersih belum mencukupi dan 

memenuhi syarat. 

 Minimnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan 

sampah. 

 Sarana sosial dan hiburan masyarakat masih kurang dan tidak 

dikelola dengan baik. 

4. Penataan Ruang dan Pertanahan  

 Pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu.  

 Ketidakjelasan peruntukkan ruang di Kota Palu menurut 

kelurahan. 

 Masih banyak rumah tidak layak huni di pinggiran Kota Palu. 

 

1.4.2. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan 

wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Palu 

Permasalahan daerah yang berkaitan dengan urusan 

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 

yang terdapat di Kota Palu sebagai berikut: 

1. Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

 Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih kurang. 
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 Masih kurangnya peran aktif masyarakat dan dunia 

usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan sampah. 

 Masih kurangnya fasilitas dalam kegiatan pemeliharaan ruang 

terbuka hijau.  

 Masih kurangnya sampah yang di kelola oleh masyarakat.  

 Kurangnya penghijauan di setiap pinggir jalan. 

 Belum terzonafikasi pengelolaan sampah dengan baik. 

 Belum ditanganinya secara baik limbah industri, manusia, 

hewan. 

 Belum optimalnya pengelolaan hutan kota. 

 Belum maksimalnya rehabilitasi lahan bekas pertambangan   

 Pelanggaran pemanfataan hutan konservasi untuk 

pertambangan.  

 Adanya pencemaran air, udara, tanah dan kerusakan 

lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan dan 

penggalian dalam Kota Palu.  

2. Perhubungan 

 Belum optimalnya pelaksanaan trayek angkutan umum dalam 

kota. 

 Kurangnya pengawasan dan penertiban angkutan umum dan 

barang. 

 Belum tersedianya sarana dan prasarana transportasi massal 

berupa bus trans Palu-Sigi-Donggala (Pagidong). 

3. Informatika   

 Belum semua akses informasi tersedia secara realtime. 

 Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi 

dalam mencapai Good Governance. 

 Masih kurangnya sumber daya manusia bidang teknologi 

informasi komunikasi yang handal dan profesional. 

4. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah   

 Belum berkembangnya industri kreatif berbasis sumberdaya 

lokal. 
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 Pembinaan berkesinambungan yang masih kurang. 

 Jumlah koperasi tidak aktif semakin banyak.  

 Belum adanya data dasar UMKM. 

5. Statistik  

 Belum terintegrasinya data seluruh OPD. 

 Belum adanya sistem informasi teknologi yang digunakan 

dalam  pendataan. 

 Kurangnya komitmen pemilik data dalam upaya 

mengintegrasikan data sektoral. 

 Sumberdaya aparatur pengelola data masih sangat kurang. 

 

1.4.3. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pilihan 

pemerintah Kota Palu.  

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pilihan 

Pemerintah Kota Palu di antaranya teridentifikasi sebagai berikut : 

1. Kebudayaan dan Pariwisata  

 Kurang tersedianya prasarana dan sarana transportasi dan 

infrastruktur pendukung pariwisata unggulan. 

 Belum terkoordinasi dengan baik pembangunan objek wisata 

dengan lembaga dunia usaha. 

 Belum adanya Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPDA) Kota 

Palu. 

 Belum optimalnya peran organisasi, birokrasi, swasta, profesi, 

dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan. 

 Kurangnya sumber daya manusia pariwisata.  

 Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pemasaran pariwisata. 

 Tidak terorganisirnya event seni, budaya dan pariwisata 

daerah. 

 Belum dikembangkan ekonomi kreatif seni dan budaya. 

 Belum tersedianya informasi sumber daya budaya yang akurat, 

terpercaya dan dapat diakses secara mudah dan cepat. 
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 Pengelolaan situs cagar budaya Kota Palu masih kurang. 

 Belum optimalnya pembinaan pada sanggar seni. 

 Mulai hilangnya nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan 

bermasyarakat di Kota. 

 Tidak berjalannya adat budaya yang berlaku di dalam 

masyarakat. 

2. Pertanian  

 Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman. 

 Menurunnya produktivitas dan mutu hasil pertanian seperti 

tanaman padi, kelapa dalam dan ternak. 

3. Perdagangan dan Perindustrian 

 Kontribusi sektor perdagangan dan perindustrian semakin 

menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. 

 Belum tumbuhnya investasi berbasis potensi sumberdaya lokal 

yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.  

 

1.4.4. Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan penunjang 

pemerintah Kota Palu.  

Permasalahan pembangunan daerah berkaitan urusan 

penunjang pemerintah Kota Palu dengan sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

 Masih belum sinkronnya perencanaan teknokratik dengan 

perencanaan hasil aspirasi masyarakat.  

 Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil  

pelaksanan perencanaan Musrenbang. 

 Kurang terakomodirnya hasil usulan masyarakat dalam 

Musrenbang.  

 Belum tersedianya basis data yang valid untuk digunakan 

dalam perencanaan pembangunan. 

 Kurangnya pemahaman  dalam mensinkronkan perencanaan 

OPD dengan dokumen perencanaan lainnya.  
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2. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah  

 Belum maksimalnya upaya peningkatan kualitas sumberdaya 

aparatur daerah melalui pendidikan dan pelatihan. 

 Masih relatif kecilnya proporsi pendanaan untuk pendidikan 

aparatur daerah. 
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2.1. Perencanaan 

Perencanaan strategis  merupakan langkah awal yang harus 

dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan 

lingkungan strategis,baik lokal, nasional maupun global dan tetap 

berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan 

sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan 

misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam 

upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. 

RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen 

perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun 

(perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, 

tujuan,sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu–

isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan 

rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan 

sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan 

skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. 

Pelaksanaan rencana kerja pemerintah Kota Palu 

mengedepankan percepatan pencapaian visi, misi, tujuan, dan target.  

Selanjutnya, visi dan misi tersebut dijabarkan kedalam bentuk yang 

lebih terarah  dan operasional  kedalam tujuan strategis (strategic 

goals) organisasi.  

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana 

kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. 
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Penyusunan rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda 

penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi 

instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dalam Rencana 

Kinerja Pemerintah Kota Palu tahun 2016 ditetapkan Rencana Capaian 

Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator pada tingkat sasaran dan 

kegiatan melalui Penetapan Kinerja. 

 

2.1.1. Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu  

 
Adapun Visi, misi, tujuan dan sasaran  sebagaimana yang 

tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  

Kota Palu Tahun 2016 – 2021 yaitu: 

 

 PALU BERBUDAYA DAN BERADAT  KOTA JASA 

DILANDASI IMAN DAN TAQWA 

 
Penjelasan visi Kota Palu Tahun 2016 - 2021 di atas dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

 

PALU  Kota Tiga Dimensi (teluk, sungai, dan bukit /gunung) 

yang memiliki keunggulan komparatif  dihuni oleh 

beberapa etnis, dimana suku kaili sebagai etnis lokal 

yang memiliki karakteristik budaya beragam dan unik, 

serta dapat berdampingan dengan budaya lainnya 

yang memungkinkan Palu menjadi Kota Destinasi. 

 

 KOTA JASA Kota yang unggul dalam memberikan layanan 

kesehatan, pendidikan, infrastuktur, kenyamanan dan 

keamanan kepada masyarakat untuk  meningkatkan 

daya saing ekonomi melalui penciptaan kelurahan 

inovasi unggul dan mandiri berbasis Iptek bagi 

kemandirian ekonomi kerakyatan 
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BERBUDAYA 

DAN 

BERADAT 

 

Budaya dalam Konteks Seni tradisional, Adat Istiadat 

dan Nilai (Toleransi, Kekeluargaan, Gotong Royong) 

IMAN dan 

TAQWA 

Mendorong kehidupan sosial kemasyarakatan yang 

berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa 

 

 

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan 

umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan Visi. Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan 

yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan 

memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka visi di atas dijabarkan 

kedalam 6 (enam) Misi sebagai berikut: 

Misi Pembangunan Kota Palu : 

 
1. Terwujudnya Pemetaan Potensi Sumberdaya Kota Palu berbasis IT; 

2. Peningkatan dan Pengembangan daya saing potensi sumberdaya 

Manusia berlandaskan Iman dan Taqwa; 

3. Kelurahan Inovasi Unggul dan Mandiri berbasis Iptek bagi 

Kemandirian Ekonomi Kerakyatan; 

4. Rasionalisasi birokrasi Pemerintah Kota Palu yang efisien dan efektif 

berbasis budaya; 

5. Penataan dan pengembangan Infrastruktur Kota berbasis wisata 

budaya; 

6. Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya Bangsa. 

 

2.1.2. Tujuan dan sasaran 

 
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis 

yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Palu 

2016 – 2021 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan 
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arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.  

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap 

perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin 

dalam RPJMD. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas 

di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan 

pembangunan daerah. Berikut uraian tujuan, sasaran pembangunan 5 

(lima) tahun ke depan yang telah ditetapkan : 

 
1. Menciptakan Sistem informasi potensi sumberdaya Kota Palu 

berbasis GIS 

Sasaran : Tersedianya Sistem Informasi Potensi Sumberdaya  

Kota Palu Berbasis GIS 

Indikator : Jumlah aparat pemerintah pengguna IT yang terlatih 

2. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi potensi 

sumberdaya sesuai kondisi faktual  

Sasaran : Tersedianya data dan informasi potensi dan   

sumberdaya yang valid 

Indikator : 

 Persentase data potensi sumberdaya Kota Palu yang terkelola 

 Tersedianya dokumen statistik daerah 

3. Mewujudkan pendidikan terjangkau dan berkualitas 

Sasaran : Terlaksananya pendidikan  terjangkau dan berkualitas. 

Indikator : 

 Jumlah Siswa SD kurang mampu yang mendapat bantuan bea 

siswa 

 Jumlah Siswa SMP kurang mampu yang mendapat bantuan 

bea siswa 

4. Mewujudkan Pelayanan kesehatan terjangkau dan berkualitas 

Sasaran : Terlaksananya Pelayanan kesehatan terjangkau dan  

berkualitas 

Indikator  : 

 Indeks pelayanan kesehatan Puskesmas 
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 Rata-rata indeks kepuasan masyarakat  pelayanan rawat jalan 

 Rata-rata indeks kepuasan masyarakat  pelayanan rawat inap 

 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat 

Miskin 

5. Meningkatkan ketrampilan usaha melalui pemagangan, pendidikan 

dan pelatihan 

Sasaran : Mewujudkan ketrampilan, kemampuan dan kapasitas 

pelaku usaha melalui pemagangan, pendidikan dan pelatihan 

Indikator : 

 Jumlah pelaku UKM yang terbina 

 Persentase jumlah koperasi aktif 

 Meningkatnya Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil ternak 

 Meningkatnya Produksi, Produktifitas dan Mutu Hasil kelapa 

dalam 

6. Meningkatkan keanekaragaman usaha masyarakat berbasis home 

industri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 

Sasaran : Mewujudkan keanekaragaman usaha masyarakat  

berbasis home industri berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan 

Indikator : 

 Jumlah sentra industri yang terbina ditiap kelurahan 

 Jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda 

7. Mengembangkan investasi berbasis potensi sumberdaya lokal yang 

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 

Sasaran  : Terwujudnya investasi berbasis potensi sumberdaya 

lokal yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 

Indikator :     Tingkat Pertumbuhan UMKM 

8. Menciptakan Tata Laksana berbasis budaya 

Sasaran : Terwujudnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria  

(NSPK) berbasis budaya 

Indikator : 

 Persentase penurunan pelanggaran disiplin 
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9. Membangun Sistem Sumberdaya Birokrasi Pemerintah 

Sasaran : Terwujudnya Sistem Birokrasi pemerintahan yang efektif 

dan efisien 

Indikator : 

 Persentase PNS yang telah mengikuti diklat struktural dan 

fungsional 

 Pengembangan sistem informasi  kepegawaian daerah 

10. Menciptakan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

rasional, realistis dan proposional 

Sasaran : Terkendalinya Perencanaan Pembangunan Daerah 

Indikator : 

 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan 

dengan Perda 

 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah 

ditetapkan dengan Perkada 

 Persentase Pagu Belanja OPD yang Mengakomodir Usulan 

Musrenbang  

 Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan sesuai 

dengan Perencanaan (RPJMD) 

11. Mewujudkan sistem transportasi perkotaan berbasis wisata budaya 

Sasaran  : Terciptanya Sistem transportasi perkotaan yang aman, 

lancar dan nyaman 

Indikator : Jumlah Orang yang melalui Terminal per Tahun 

12. Melakukan penataan ruang-ruang publik kota Berbasis budaya 

Sasaran : Terwujudnya fungsi ruang-ruang publik Kota berbasis 

budaya 

Indikator : Jumlah kebijakan RTH yang ditetapkan 

13. Menciptakan sistem manajemen kebersihan dan keindahan kota 

berbasis budaya 

Sasaran : Terwujudnya kebersihan dan keindahan Kota berbasis 

budaya 

Indikator : Cakupan sampah yang ditangani 
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14. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung  pusat-pusat wisata 

berbasis budaya 

Sasaran : Terwujudnya pusat-pusat wisata berbasis budaya 

Indikator : Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnu 

15. Menyiapkan infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan 

Sasaran  : Tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan 

Indikator : Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 

16. Menumbuhkembangkan  nilai-nilai kearifan lokal  

Sasaran  : Terlaksananya internalisasi nilai-nilai kearifan lokal 

Indikator  :  Jumlah Situs Cagar Budaya yang dilestarikan 

 

Berdasarkan Visi Misi yang telah dicantumkan di atas, maka 

selanjutnya akan diuraikan sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 

Keterkaitan Visi, Misi,Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan RPJMD 

Kota Palu 2016-2021  

 

Sasaran Strategi Arah kebijakan 

1 2 3 

MISI 1 : TERWUJUDNYA PEMETAAN POTENSI SUMBERDAYA KOTA PALU 
BERBASIS IT 

Tujuan 1: Penciptaan Sistem Informasi Potensi Sumberdaya Kota Palu Berbasis GIS. 

Tersedianya sistem 
informasi potensi sumber 
daya Kota Palu berbasis 
GIS 

Identifikasi dan 
inventarisasi kebutuhan 
data dan informasi 

Menyiapkan sumberdaya 
manusia pengguna IT di 
setiap SKPD dan kelurahan 

Tujuan 2: Melaksanakan pengumpulan data dan informasi potensi sumberdaya sesuai 
kondisi faktual 

Tersedianya data dan 
informasi potensi dan 
sumberdaya yang akurat 
dan valid 

Penyediaan instrumen dan 
metode penelitian/Survey 

Melaksanakan survey potensi 
sumber daya sebagai 
informasi pembangunan 
daerah di tingkat kelurahan, 
kecamatan dan SKPD 
 

MISI 2 : PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING POTENSI 

SUMBERDAYA MANUSIA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA 

Tujuan 1 :  Mewujudkan pendidikan terjangkau dan berkualitas 
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Sasaran Strategi Arah kebijakan 

Terlaksananya Pendidikan  
terjangkau dan berkualitas. 

Pelayanan pendidikan 
yang merata dan 
berkeadilan 

Menyediakan pendidikan 
terjangkau bagi anak-anak 
dari golongan yang tidak 
mampu 

Tujuan 2 : Mewujudkan Pelayanan kesehatan terjangkau dan berkualitas 

Terlaksananya Pelayanan 
kesehatan terjangkau dan 
berkualitas 

Peningkatan pelayanan 
kesehatan masyarakat 
yang terjangkau dan 
berkualitas 

Meningkatkan mutu 
pelayanan kesehatan 
masyarakat 

Mewujudkan pelayanan 
kesehatan terjangkau 
melalui jaminan kesehatan 
daerah  

MISI 3 : KELURAHAN INOVASI UNGGUL DAN MANDIRI BERBASIS IPTEK BAGI 
KEMANDIRIAN EKONOMI KERAKYATAN 

Tujuan 1  : Meningkatkan ketrampilan usaha melalui pemagangan, pendidikan dan 
pelatihan 

Mewujudkan ketrampilan, 
kemampuan dan kapasitas 
pelaku usaha melalui 
pemagangan, pendidikan 
dan pelatihan 

Menjalin kemitraan dengan 
pelaku usaha, pemerintah 
dan perguruan tinggi 

Meningkatkan  
kemampuan dan kapasitas 
pelaku usaha   

Meningkatkan kapasitas 
manajemen usaha 

Tujuan 2: Meningkatkan keanekaragaman usaha masyarakat berbasis home industri 
berwawasan 

Mewujudkan 
keanekaragaman usaha 
masyarakat berbasis home 
industri berwawasan 
lingkungan dan 
berkelanjutan 

Mengembangkan keaneka 
ragaman usaha 
masyarakat dengan 
memanfaatkan potensi 
lokal berbasis home 
industri 

Pemetaan usaha 
masyarakat di tingkat 
kelurahan  

Tujuan 4 : Mengembangkan investasi berbasis potensi sumberdaya lokal yang 
berwawasan lingkungan dan  berkelanjutan 

Terwujudnya investasi 
berbasis potensi 
sumberdaya lokal yang 
berwawasan lingkungan 
dan berkelanjutan 

Mendorong investasi 
berbasis potensi 
sumberdaya lokal 
  

Menciptakan iklim usaha 
yang kondusif dan 
kemudahan investasi lokal 

MISI 4 : RASIONALISASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PALU YANG EFISIEN 
DAN EFEKTIF BERBASIS BUDAYA 

Tujuan 2  : Menciptakan Tata Laksana berbasis budaya 

Terwujudnya Norma, Standar, 
Prosedur dan Kriteria (NSPK) 
berbasis budaya 

Meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi kinerja ASN dan 
kelembagaan 

Menerapkan penghargaan 
dan sanksi (reward and 
punishment) 
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Sasaran Strategi Arah kebijakan 

Tujuan 3 : Membangun Sistem Sumberdaya Birokrasi Pemerintah 

Terwujudnya Sistem Birokrasi 
pemerintahan yang efektif dan 
efisien 

Mengoptimalkan pengelolaan  
sumberdaya aparatur dan 
pemanfaatan sarana 
prasarana yang mengacu 
pada kebutuhan pelayanan 
prima 

Penyelenggaraan diklat 
aparatur 

Tujuan 4 :  Menciptakan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang rasional, 
realistis dan proposional        

Terkendalinya Perencanaan 
Pembangunan Daerah  

Peningkatan kualitas 
perencanaan dan 
pengendalian pembangunan 

pembangunan daerah yang 
berkualitas, aplikatif dan 
responsif. 

MISI 5 : PENATAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KOTA BERBASIS 
WISATA BUDAYA 

Tujuan 1 : Mewujudkan sistem transportasi perkotaan berbasis wisata budaya 

Terciptanya Sistem 
transportasi perkotaan yang 
aman, lancar dan nyaman 

Penyediaan sarana dan 
prasarana fasilitas 
transportasi perkotaan  

Pembenahan angkutan 
umum perkotaan dan multi 
moda 

Tujuan 3  : Melakukan penataan ruang-ruang publik kota Berbasis budaya 

Terwujudnya fungsi ruang-
ruang publik Kota berbasis 
budaya 

Mengembangkan dan 
melengkapi fasilitas publik 
kota berbasis budaya lokal 

Menetapkan dan 
Mengembangkan kawasan 
RTH sebagai fasilitas publik 
yang berbasis budaya 

Tujuan 4  : Menciptakan sistem manajemen kebersihan dan keindahan kota berbasis 
budaya 

Terwujudnya kebersihan dan 
keindahan Kota berbasis 
budaya 

Mengoptimalkan tata kelola 
persampahan dan keindahan 
kota 

Efektifitas manajemen 
persampahan 

Tujuan 5  : Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung  pusat-pusat wisata berbasis 
budaya 

Terwujudnya pusat-pusat 
wisata berbasis budaya 

Pengembangan potensi 
wisata berbasis budaya 

Meningkatkan promosi dan 
kerjasama daerah 

Tujuan 6 : Menyiapkan infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan    

Tersedianya infrastruktur 
dasar kota yang berkelanjutan 

Peningkatan sarana dan 
prasarana perkotaan yang 
berkualitas dan inklusif 

Penataan dan perbaikan 
lingkungan permukiman dan 
kawasan bantaran sungai 

MISI 6 :  REVITALISASI NILAI-NILAI BUDAYA BANGSA 

Tujuan 2 : Menumbuhkembangkan  nilai-nilai kearifan lokal 

Terlaksananya internalisasi 
nilai-nilai kearifan lokal 

Meningkatkan Pelestarian 
dan pengembangan nilai-nilai 
kearifan lokal 

Membangun dan 
melestarikan seni budaya 
tradisional/etnik 
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2.2. Penetapan Kinerja 

Rencana Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2016 menetapkan 

Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator pada tingkat 

sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Palu 

Tahun 2016. Selanjutnya, kami sampaikan rencana Penetapan Kinerja 

yang didasarkan dari Perjanjian Kinerja Kota Palu Tahun 2016, dengan 

penetapan sasaran dan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Palu, 

sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Penetapan Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Target dan Program 

Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2016 

No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Utama 

Target 
Program 

Pembangunan Daerah 

1 2 3 4 5 

1 Tersedianya 
sistem informasi 
potensi sumber 
daya Kota Palu 
berbasis GIS 

Jumlah aparat pemerintah 
pengguna IT yang terlatih 

82 Orang 

Fasilitasi Peningkatan 
SDM Bidang Informasi dan 
Komunikasi 
 

2 Tersedianya data 
dan informasi 
potensi dan 
sumberdaya yang 
akurat dan valid 

Persentase data potensi 
sumberdaya Kota Palu 
yang terkelola 

80% Pengembangan 
Data/Informasi/ Statistik 
daerah Tersedianya dokumen 

statistik daerah 
11 

Dokumen 

3 
 
 
 
 
 
 

Terlaksananya 
Pendidikan  
terjangkau dan 
berkualitas. 

Jumlah Siswa SD kurang 
mampu yang mendapat 
bantuan bea siswa 

1500 Siswa 

Program wajib belajar 9 
tahun 

Jumlah Siswa SMP 
kurang mampu yang 
mendapat bantuan bea 
siswa 

1300 Siswa 

4 Terlaksananya 
Pelayanan 
kesehatan 
terjangkau dan 
berkualitas 

Indeks pelayanan 
kesehatan Puskesmas 

70% 
Standarisasi pelayanan 
kesehatan 

Rata-rata indeks 
kepuasan masyarakat  
pelayanan rawat jalan 

74% 

Peningkatan Mutu 
Pelayanan Kesehatan Rata-rata indeks 

kepuasan masyarakat  
pelayanan rawat inap 

74% 

Cakupan Pelayanan 
Kesehatan Rujukan 
Pasien Masyarakat Miskin 

41,52 % 
Pelayanan  kesehatan 
penduduk miskin 
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No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Utama 

Target 
Program 

Pembangunan Daerah 

1 2 3 4 5 

5 Mewujudkan 
ketrampilan, 
kemampuan dan 
kapasitas pelaku 
usaha melalui 
pemagangan, 
pendidikan dan 
pelatihan 

Jumlah pelaku UKM 
yang terbina 

3.000 UKM 

Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif 
Usaha Kecil Menengah 

Persentase Jumlah 
Koperasi Aktif 

64.52 % 
Peningkatan kualitas 
kelembagaan koperasi 

Meningkatnya Produksi, 
Produktifitas dan Mutu 
Hasil ternak 

1.592,51 
Ton Peningkatan  Produksi, 

Produktifitas dan Mutu 
Hasil Pertanian 

Meningkatnya Produksi, 
Produktifitas dan Mutu 
Hasil kelapa dalam 

74,40 
Kw/Ha 

6 Mewujudkan 
keanekaragaman 
usaha masyarakat 
berbasis home 
industri 
berwawasan 
lingkungan dan 
berkelanjutan 

Jumlah sentra industri 
yang terbina ditiap 
kelurahan 

5 kelurahan 
Peningkatan Kapasitas 
Iptek Sistem Produksi 

Jumlah kegiatan 
pelatihan kewirausahaan 
pemuda 

3 Kegiatan 

Peningkatan Upaya 
Penumbuhan 
Kewirausahaan dan 
Kecakapan Hidup Pemuda  

7 Terwujudnya 
investasi berbasis 
potensi 
sumberdaya lokal 
yang berwawasan 
lingkungan dan 
berkelanjutan 

Tingkat Pertumbuhan 
UMKM 

7 % 
Penciptaan Iklim UKM 
yang Kondusif 

8 Terwujudnya 
Norma, Standar, 
Prosedur dan 
Kriteria (NSPK) 
berbasis budaya 
 

Persentase penurunan 
pelanggaran disiplin 

21% 
Peningkatan Disiplin 
Aparatur  

9 Terwujudnya 
Sistem Birokrasi 
pemerintahan 
yang efektif dan 
efisien 

Persentase PNS yang 
telah mengikuti diklat 
struktural dan fungsional  
 

39% Pendidikan Kedinasan 

Pengembangan sistem 
informasi  kepegawaian 
daerah 

Tersedia 
Pembinaan dan 
pengembangan aparatur 

10 Terkendalinya 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Tersedianya dokumen 
perencanaan RPJMD 
yang ditetapkan dengan 
Perda 

Ada 
Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
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No. 
Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja 
Utama 

Target 
Program 

Pembangunan Daerah 

1 2 3 4 5 

Tersedianya dokumen 
perencanaan RKPD 
yang telah ditetapkan 
dengan Perkada 

Ada 

Persentase Pagu Belanja 
OPD yang 
Mengakomodir Usulan 
Musrenbang 

100 % 

Persentase Pelaksanaan 
Program Pembangunan 
sesuai dengan 
Perencanaan (RPJMD) 

100 % 
Program Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

11 Terciptanya 
Sistem 
transportasi 
perkotaan yang 
aman, lancar dan 
nyaman 
 

Jumlah Orang yang 
melalui Terminal per 
Tahun 

623.899 
Orang 

Pembangunan prasarana 
dan fasilitas perhubungan 

12 Terwujudnya 
fungsi ruang-ruang 
publik Kota 
berbasis budaya 

Jumlah kebijakan RTH 
yang ditetapkan 

6 Kebijakan Perencanaan tataruang 

13 Terwujudnya 
kebersihan dan 
keindahan Kota 
berbasis budaya 

Cakupan sampah yang 
ditangani 

82% 
Pengembangan Kinerja 
Pengelolaan Persampahan 

14 Terwujudnya 
pusat-pusat wisata 
berbasis budaya 

Jumlah Kunjungan 
Wisman dan Wisnu 

52.753 
Wisatawan 

Pengembangan  
Pemasaran Pariwisata 

15 Tersedianya 
infrastruktur dasar 
kota yang 
berkelanjutan 

Persentase Rumah 
Tinggal Bersanitasi 

60 % 
Lingkungan Sehat 
Perumahan 

16 Terlaksananya 
internalisasi nilai-
nilai kearifan lokal 

Jumlah Situs Cagar 
Budaya yang dilestarikan 

16 Cagar 
Budaya 

Pengelolaan Kekayaan 
Budaya 
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3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Palu 

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu dibuat 

sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian 

target  sasaran  dari  masing-masing  indikator  kinerja  sasaran,  yang  

ditetapkan dalam  Dokumen Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu  2016-2021. Untuk mengetahui 

gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran program dan 

kegiatan, dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Kinerja 

dan realisasinya. 

Interpretasi atas pencapaian sasaran program dan kegiatan 

serta indikator makro, diberlakukan nilai disertai makna dari nilai 

tersebut yaitu :  

- 85 s.d. ≤ 100  = Baik Sekali  

- 70 s.d. <85  = Baik  

- 55 s.d. <70  = Cukup 

- < 55  = Kurang   

 

Perhitungan pencapaian Indikator Sasaran ditetapkan 

berdasarkan asumsi 1: Semakin tinggi realisasi, menunjukan 

pencapaian kinerja semakin baik, atau sebaliknya semakin rendah 

realisasi  maka pencapaian kinerja semakin rendah/jelek  yaitu : 
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Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian = 

(Realisasi/rencana) X 100% 

 

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian 

sasaran kinerja semakin rendah/jelek atau sebaliknya realisasi 

semakin rendah pencapaian kinerja semakin baik menggunakan 

perumusan : 

 

Capaian Indikator Kinerja   = Rencana (realisasi-rencana) / 

Rencana X 100%  

 
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang 

telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), 

keluaran (outputs), dan hasil (outcomes) serta dampak.  Indikator 

Sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan secara signifikan mengenai 

keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran.  

Secara   umum   Pemerintah   Kota Palu   telah   dapat 

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan   dalam   Rencana   Pembangunan   Jangka   

Menengah   Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2016–2021. 

Dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2016-2021 terdapat 6 Misi, 24 

Tujuan dan 24 (Dua puluh empat) sasaran, dengan 164 (Seratus enam 

puluh empat) indikator sasaran. Misi I terdapat tiga tujuan, tiga 

Sasaran, dan 10 indikator kinerja. Misi II terdapat empat tujuan, empat 

sasaran, dan 49 indikator kinerja. Misi III terdapat  empat tujuan, empat 

sasaran dan 27  indikator kinerja. Misi IV terdapat empat tujuan, empat 

sasaran dan 20 indikator kinerja. Misi V terdapat enam tujuan, enam 

sasaran dan 35 indikator kinerja. Selanjutnya Misi VI terdapat tiga 

tujuan, tiga sasaran dan 23 indikator kinerja.  
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Sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam RPJMD Kota Palu 

dapat diringkas dipilih sasaran yang betul-betul strategis dan indikator 

kinerja utamanya. Berdasarkan hal tersebut, sasaran yang semula 

berjumlah 24 sasaran menjadi 16 sasaran dan indikator kinerja sasaran 

semula berjumlah 164 indikator kinerja sasaran menjadi 29 indikator 

kinerja sasaran. 

Mengacu pada Keputusan Wali Kota Palu Nomor  

04/Bappeda/I/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota 

Palu Tahun 2016, dan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 

24/Bappeda/IX/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota 

Palu Nomor 04/Bappeda/I/2016 tentang Indikator Kinerja Utama 

Pemerintah Kota Palu Tahun 2016, maka sasaran strategis dalam 

rangka mencapai visi, misi dan tujuan Wali Kota  dan Wakil Wali Kota 

Palu adalah sebagai berikut : 

 Misi I terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja; 

 Misi II terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 6 indikator kinerja;  

 Misi III terdapat 3 tujuan, 3 sasaran dan 7 indikator kinerja; 

 Misi IV terdapat 3 tujuan, 3 sasaran dan 7 indikator kinerja; 

 Misi V terdapat 5 tujuan, 5 sasaran dan 5 indikator kinerja.  

 Misi VI terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja. 

          (16 sasaran strategis dan 29 Indikator Kinerja Utama) 

 

3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun 2016 

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah 

ditetapkan adalah  dengan  membandingkan  antara  target  dan  

realisasi  pada  indikator sasaran pada setiap Misi Pemerintah Kota 

Palu Tahun 2016-2021. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja 

masing-masing sasaran dan indikator sasaran ditampilkan pada Tabel 

3.1 sampai dengan Tabel 3.16. 
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Tabel 3.1 
Evaluasi Pencapaian Sasaran Tersedianya sistem informasi  

potensi sumber daya Kota Palu berbasis GIS 
 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Tahun 2015 Capaian 
Kinerja 
Tahun 
2015 
(%) 

Tahun 2016 Capaian 
Kinerja 
Tahun 
2016 
(%) 

Target Realisasi Target Realisasi 

Tujuan 1: Penciptaan Sistem Informasi Potensi Sumberdaya Kota Palu Berbasis GIS. 

S
T

R
A

T
E

G
IS

 1
 Tersedianya 

sistem 
informasi 
potensi 
sumber daya 
Kota Palu 
berbasis GIS 

Jumlah 
aparat 
pemerintah 
pengguna 
IT yang 
terlatih 

Orang 75 72 96.00 85 82 96.47 

Rata – rata Capaian    96.00   96.47 

 

Tabel 3.1 di atas menjelaskan bahwa sasaran strategis 

Penciptaan Sistem Informasi Potensi Sumberdaya Kota Palu Berbasis 

GIS tidak mencapai target dengan Indikator kinerja Jumlah aparat 

pemerintah pengguna IT yang juga belum mencapai target. Rata-rata 

capaian kinerja tahun 2016 sebesar 96,47 % dikategorikan baik sekali 

karena mengalami peningkatan jika dibandingkan rata-rata capaian 

kinerja tahun 2015 yang hanya mencapai 96%.  

Penilaian indikator kinerja jumlah aparat pemerintah pengguna 

IT yang terlatih, ditargetkan 85 orang namun terealisasi 82 orang. Hal 

ini disebabkan karena: 

-  Adanya rasionalisasi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah 

Kota Palu 

- 3 (tiga) orang yang dilatih IT telah pindah ke propinsi lainnya. 

- Lemahnya koordinasi OPD yang bertanggung jawab dalam 

pelatihan IT bagi aparat pemerintah daerah. 

Solusi: 

- Memprioritaskan Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang 

Informasi dan Komunikasi pada APBD Tahun Anggaran 2017 di 

Dinas Komunikasi dan Informatika. 
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- Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang Tadulako 

Nomoni Center di Dinas Komunikasi dan Informatika. 

  

Tabel 3.2 
Evaluasi Pencapaian Sasaran Tersedianya Data dan informasi  

Potensi dan Sumberdaya yang Akurat dan Valid 
 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Tahun 2015 
Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2015 (%) 

Tahun 2016 Capaian 
Kinerja 
Tahun 
2016 
(%) 

Target 
Reali
sasi 

Target 
Reali
sasi 

Tujuan 2: Melaksanakan pengumpulan data dan informasi potensi sumberdaya sesuai kondisi faktual 

S
T

R
A

T
E

G
IS

 2
 Tersedianya 

data dan 
informasi 
potensi dan 
sumberdaya 
yang akurat 
dan valid 

Persentase 
data potensi 
sumberdaya 
Kota Palu 
yang 
terkelola 
 

% 75 74 98.67 80 80 100.00 

Tersedianya 
dokumen 
statistik 
daerah 
 

Dokumen 7 7 100.00 10 11 110.00 

Rata – rata Capaian    99.33   105 

 

Tabel 3.2 di atas menjelaskan bahwa  sasaran strategis 

tersedianya data dan informasi potensi dan sumberdaya yang akurat 

dan valid telah mencapai target. Rata-rata capaian kinerja tahun 2016 

melebihi target (105%) dikatagorikan baik sekali, mengalami 

peningkatan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja tahun 2015 

mencapai 99,33%. Tercapainya sasaran strategis disebabkan oleh: 

- Data potensi sumber daya Kota Palu telah tersedia pada sistem 

manajemen perkotaan berbasis GIS yang berada di Bappeda Kota 

Palu. 

- Adanya Nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Palu dengan 

Badan Statistik Kota Palu mengenai pembuatan Palu Dalam 

Angka. 
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Tabel 3.3 
Evaluasi Pencapaian Sasaran Terlaksananya Pendidikan   

Terjangkau dan Berkualitas 
 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Tahun 2015 
Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2015 (%) 

Tahun 2016 
Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2016 (%) Target 
Reali
sasi 

Target 
Reali
sasi 

Tujuan 1 :  Mewujudkan pendidikan terjangkau dan berkualitas 

S
T

R
A

T
E

G
IS

 3
 

Terlaksananya 
Pendidikan  
terjangkau dan 
berkualitas. 

Jumlah 
Siswa SD 
kurang 
mampu yang 
mendapat 
bantuan bea 
siswa 

Siswa 

 

1000 

 

985 

 

98,50 

 

1500 

 

1500 

 

100,00 

 

Jumlah 
Siswa SMP 
kurang 
mampu yang 
mendapat 
bantuan bea 
siswa 

Siswa 520 520 100 1300 1300 100,00 

Rata – rata Capaian    99,25   100,00 

 

Tabel 3.3 di atas menjelaskan bahwa sasaran strategis 

terlaksananya pendidikan terjangkau dan berkualitas telah memenuhi 

target. Rata-rata capaian sasaran strategis pada tahun 2016 sebesar 

100% dikategorikan baik sekali, mengalami kenaikan jika 

dibandingkan rata-rata capaian kinerja tahun 2015 mencapai 99,25%. 

Tercapainya sasaran strategis disebabkan oleh: 

- Pemerintah Kota Palu mengalokasikan 20% anggaran untuk 

pendidikan dalam APBD Tahun 2016. 

- Adanya program pemerintah Kota Palu yaitu berupa pendidikan 

murah, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kota Palu. 
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Tabel 3.4 
Evaluasi Pencapaian Sasaran Terlaksananya Pelayanan 

Kesehatan Terjangkau dan Berkualitas 
 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Tahun 2015 
Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2015 (%) 

Tahun 2016 
Capaian 
Kinerja 

Tahun 2016 
(%) Target 

Reali
sasi 

Target 
Reali
sasi 

Tujuan 2 : Mewujudkan Pelayanan kesehatan terjangkau dan berkualitas 

S
T

R
A

T
E

G
IS

 4
 Terlaksana

nya 
Pelayanan 
kesehatan 
terjangkau 
dan 
berkualitas 

Indeks 
pelayanan 
kesehatan 
Puskesmas 
 

% 65 64 98.46 70 70 100.00 

Rata-rata 
indeks 
kepuasan 
masyarakat  
pelayanan 
rawat jalan 
 

% 73 73.8 101.10 73.5 74 100.68 

Rata-rata 
indeks 
kepuasan 
masyarakat  
pelayanan 
rawat inap 
 

% 72.8 73 100.27 74.5 74 99.33 

Cakupan 
Pelayanan 
Kesehatan 
Rujukan 
Pasien 
Masyarakat 
Miskin 
 

% 33 30 90.91 40 41.52 103.80 

Rata – rata Capaian    97.69   100.95 

 

Tabel 3.4 di atas menjelaskan bahwa sasaran strategis 

terlaksananya kesehatan terjangkau dan berkualitas telah memenuhi 

target. Tiga indikator kinerja telah mencapai target dan satu indikator 

kinerja tidak mencapai target. Rata-rata capaian sasaran strategis 

pada tahun 2016 sebesar 100,95% dikategorikan baik sekali, 

mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja 

tahun 2015 yang hanya mencapai 97,69%.  
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65 

64 

70 70 

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Indeks pelayanan kesehatan Puskesmas

target 2015

realisasi 2015

target 2016

realisasi 2016

Indikator  indeks pelayanan  di Puskesmas tahun 2016 

meningkat capaian targetnya disebabkan adanya penambahan waktu  

pelayanan sore Puskesmas Nomoni, dapat dilihat pada Gambar .3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 
Indeks Pelayanan Kesehatan Puskesmas 

 

Untuk indikator rata-rata indeks kepuasan masyarakat  

pelayanan rawat inap tidak mencapai target disebabkan pelayanan 

rawat inap di Rumah Sakit Anutapura belum optimal. 

Solusi: 

- Merencanakan formula pelayanan rawat inap. 

- Peningkatan pelayanan rawat inap di rumah sakit Anutapura. 
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Tabel 3.5 
Evaluasi Pencapaian Sasaran Mewujudkan Ketrampilan, Kemampuan  

dan Kapasitas Pelaku Usaha Melalui Pemagangan, Pendidikan dan Pelatihan 

 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Tahun 2015 Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2015 (%) 

Tahun 2016 Capaian 
Kinerja 

Tahun 2016 
(%) 

Target 
Reali
sasi 

Target 
Reali
sasi 

Tujuan 1  : Meningkatkan ketrampilan usaha melalui pemagangan, pendidikan dan pelatihan 

S
T

R
A

T
E

G
IS

 5
 

Mewujudkan 
ketrampilan, 
kemampuan 
dan kapasitas 
pelaku usaha 
melalui 
pemagangan, 
pendidikan 
dan pelatihan 

Jumlah 
pelaku UKM 
yang terbina 

Orang  1800 1735  96.39 3000 3000 100 

Presentase 
jumlah 
koperasi aktif 

%  62 61.88 99.81 65  64.52 99.26 

Produksi, 
Produktifitas 
dan Mutu 
Hasil ternak 

Ton 390.25 
351.4

6  
90.06  1.600 

1.592,
51 

99.53 

Produksi, 
Produktifitas 
dan Mutu 
Hasil kelapa 
dalam 

Kw/Ha 11.55  7.00  60.61 75   74.40 99.20 

Rata – rata Capaian    86.71   99.49 

 

 
Tabel 3.5 di atas menjelaskan bahwa sasaran strategis 

mewujudkan ketrampilan, kemampuan dan kapasitas pelaku usaha 

melalui pemagangan, pendidikan dan pelatihan tidak mencapai target. 

Satu indikator telah mencapai target dan Tiga Indikator tidak mencapai 

target. Rata-rata capaian sasaran strategis pada tahun 2016 sebesar 

99,49 % dikategorikan Baik Sekali,  mengalami kenaikan jika 

dibandingkan rata-rata capaian kinerja tahun 2015 yang hanya 

mencapai 86,71%. 

Indikator kinerja jumlah pelaku UKM yang terbina telah mencapai 

target karena  adanya kegiatan pelatihan yang dilakukan SKPD 

terkait, untuk menumbuhkan wirausaha baru dan juga dalam rangka 

peningkatan kualitas bagi Usaha Kecil dan Menengah. Peningkatan 

capaian indikator sasaran dari tahun 2015 sampai tahun 2016 dapat 

dilihat pada Gambar .3.2. 
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Gambar 3.2 
Jumlah Pelaku UKM Yang Terbina 

 

Indikator persentase jumlah koperasi aktif belum mencapai target 

disebabkan karena pengelolaan koperasi pada umumnya belum 

dilaksanakan secara profesional dan belum menerapkan manajemen 

perkoperasian. 

Solusi: 

- Melakukan pendampingan terhadap pengelolaan koperasi melalui 

penguatan manajemen koperasi dan permodalan. 

- Meningkatkan kompetensi para pengelola koperasi melalui 

pelatihan. 

- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan oleh Dinas Koperasi, 

UKM dan Tenaga Kerja Kota Palu. 

 

Indikator produksi, produktifitas dan mutu hasil ternak belum 

mencapai target disebabkan karena: 

- Peternakan di Kota Palu masih bersifat tradisional dan para 

peternak lebih fokus pada bidang pertanian. 

- Rendahnya  kuantitas dan kualitas hasil ternak 
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Solusi: 

- Melakukan pendampingan kepada kelompok peternak di 16 

Kelurahan melalui kegiatan bantuan peralatan dan penyediaan 

bahan baku pembuatan pakan ternak. 

- Melaksanakan inseminasi buatan dalam mempercepat 

pengembangbiakan produksi hasil ternak. 

 

Indikator produksi, produktifitas dan mutu hasil kelapa dalam 

belum mencapai target disebabkan karena: 

-  Pemeliharaan yang kurang dan rendahnya minat masyarakat 

untuk memanfaatkan produk dari pohon kelapa.  

- Alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman 

Solusi: 

- Penyediaan bibit kelapa dalam unggulan varietas lokal. 

- Mendorong investasi pengelolaan kelapa menjadi bahan baku 

industri. 

- Membentuk kelompok usaha home industri yang berbahan baku 

kelapa. 

 
Tabel 3.6 

Evaluasi Pencapaian Sasaran Mewujudkan Keanekaragaman Usaha 
Masyarakat Berbasis Home Industri Berwawasan Lingkungan dan 

Berkelanjutan 
 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Tahun 2015 Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2015 (%) 

Tahun 2016 Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2016 (%) 
Target 

Reali
sasi 

Target 
Reali
sasi 

Tujuan 2: Meningkatkan keanekaragaman usaha masyarakat berbasis home industri 
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 

S
T

R
A

T
E

G
IS

 6
 

Mewujudkan 
keanekaraga
man usaha 
masyarakat 
berbasis 
home industri 
berwawasan 
lingkungan 
dan 
berkelanjutan 

Jumlah 
sentra 
industri yang 
terbina ditiap 
kelurahan 

Kelurahan  2  2 100 5  5 100 

Jumlah 
kegiatan 
pelatihan 
kewirausaha
an pemuda 

Kegiatan 2  2  100  3 3 100 

Rata – rata Capaian    100   100 
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Tabel 3.6 di atas menjelaskan bahwa sasaran strategis 

mewujudkan keanekaragaman usaha masyarakat berbasis home 

industri berwawasan lingkungan dan berkelanjutan telah memenuhi 

target. Rata-rata capaian sasaran strategis pada tahun 2016 sebesar 

100% dikategorikan baik sekali. Tercapainya sasaran strategis 

disebabkan oleh: 

-  Adanya kegiatan pelatihan yang dilakukan Organisasi Perangkat 

Daerah terkait, untuk  menumbuhkan wirausaha baru dan juga 

dalam rangka peningkatan kualitas bagi usaha kecil dan 

menengah. 

- Adanya pendampingan manajemen usaha dalam meningkatkan 

usaha masyarakat berbasis home industri. 

 
Tabel 3.7 

Evaluasi Pencapaian Sasaran Terwujudnya Investasi Berbasis Potensi 
Sumberdaya Lokal yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan 

 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Tahun 2015 Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2015 (%) 

Tahun 2016 Capaian 
Kinerja Tahun 

2016 (%) Target 
Reali
sasi 

Target 
Reali
sasi 

Tujuan 4 : Mengembangkan investasi berbasis potensi sumberdaya lokal yang berwawasan lingkungan dan 
berkelanjutan 

S
T

R
A

T
E

G
IS

 7
 

Terwujudnya 
investasi 
berbasis 
potensi 
sumberdaya 
lokal yang 
berwawasan 
lingkungan 
dan 
berkelanjutan 

Tingkat 
Pertumbuhan 
UMKM 

%  5 5  100 7  7,26 107,26 

Rata – rata Capaian    100   107,26 

 

Tabel 3.7 di atas menjelaskan bahwa sasaran strategis  

terwujudnya investasi berbasis potensi sumberdaya lokal yang 

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan telah memenuhi target. 

Rata-rata capaian sasaran strategis pada tahun 2016 sebesar 100% 

dikatagorikan baik sekali. Hal ini didasarkan pada data Tahun 2016 

jumlah UMKM sebesar  3000 UMKM dan ditargetkan tumbuh 



50 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Palu Tahun 2016 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 
 

mencapai 7 % dan realisasinya  telah mencapai 3218 UMKM atau 

sebesar 7,26 %. Tercapainya sasaran strategis yang melampau 

target ini disebabkan : 

- Meningkatnya daya saing produk UMKM melalui keunggulan 

kompetitif; 

- Meningkatnya daya beli masyarakat 

- Pembinaan UMKM yang dilaksanakan melalui pendampingan dan 

pelatihan 

 

Tabel 3.8 
Evaluasi Pencapaian Sasaran Terwujudnya Norma, Standar, Prosedur dan  

Kriteria (NSPK) Berbasis Budaya 
 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Tahun 2015 
Capaian 
Kinerja 
Tahun 
2015 
(%) 

Tahun 2016 
Capaian 
Kinerja 

Tahun 2016 
(%) 

Target 
Reali
sasi 

Target 
Reali
sasi 

Tujuan 2  : Menciptakan Tata Laksana berbasis budaya 

S
T

R
A

T
E

G
IS

 8
 Terwujudnya 

Norma, 
Standar, 
Prosedur 
dan Kriteria 
(NSPK) 
berbasis 
budaya 

Persentase 
penurunan 
pelanggaran 
disiplin 

%  50  54.6 109.2  21 
 

20 
 

95,23 

Rata – rata Capaian    109.2   95,23 

 
Tabel 3.8 di atas menjelaskan bahwa sasaran strategis yaitu 

sasaran strategis terwujudnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria 

(NSPK) berbasis budaya telah tercapai target. Rata-rata capaian 

sasaran strategis pada tahun 2016 sebesar 95,23% di kategorikan 

baik sekali.Tercapainya sasaran strategis disebabkan karena: 

- Penerapan regulasi di bidang kepegawaian yang ketat hal ini 

dapat dilihat adanya pembebasan dari jabatan empat Kepala 

Sekolah, dan penundaan kenaikan gaji berkala kepada empat 

PNS.  
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Tabel 3.9 
Evaluasi Pencapaian Sasaran Terwujudnya Sistem Birokrasi Pemerintahan 

yang Efektif dan Efisien  
 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Tahun 2015 
Capaian 
Kinerja 
Tahun 
2015 
(%) 

Tahun 2016 
Capaian 
Kinerja 
Tahun 
2016 
(%) 

Target 
Reali
sasi 

Target 
Reali
sasi 

Tujuan 3 : Membangun Sistem Sumberdaya Birokrasi Pemerintah 

S
T

R
A

T
E

G
IS

 9
 

Terwujudnya 
Sistem 
Birokrasi 
pemerintahan 
yang efektif 
dan efisien 

Persentase 
PNS yang 
telah 
mengikuti 
diklat 
struktural dan 
fungsional  

% 9.70   10.11 104.23  39 39 100 

Pengembang
an sistem 
informasi  
kepegawaian 
daerah 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 

Rata – rata Capaian    104.23   100 

 

 
Tabel 3.9 di atas menjelaskan bahwa sasaran strategis yaitu 

sasaran strategis terwujudnya sistem birokrasi pemerintah yang efektif 

dan efisien berbasis budaya telah tercapai target. Rata-rata capaian 

sasaran strategis pada tahun 2016 sebesar 100% dikatagorikan baik 

sekali. Tercapainya sasaran strategis disebabkan karena: 

- Adanya kerjasama dengan Badan Diklat Provinsi dalam 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan baik fungsional, 

teknis dan maupun Diklat kepemimpinan 
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Tabel 3.10 
Evaluasi Pencapaian Sasaran Terkendalinya  

Perencanaan Pembangunan Daerah 
 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Tahun 2015 Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2015 (%) 

Tahun 2016 Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2016 (%) 
Target 

Reali
sasi 

Target 
Reali
sasi 

Tujuan 4 :  Menciptakan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang rasional, realistis dan 
proporsional 

S
T

R
A

T
E

G
IS

 1
0

 

Terkendalinya 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah  

Tersedianya 
dokumen 
perencanaan 
RPJMD yang 
ditetapkan 
dengan 
Perda 

Ada  Ada  ada ada  ada ada Ada 

Tersedianya 
dokumen 
perencanaan 
RKPD yang 
telah 
ditetapkan 
dengan 
Perkada 

Ada  Ada  ada ada  ada Ada Ada 

Persentase 
Pagu Belanja 
OPD yang 
Mengakomo
dir Usulan 
Musrenbang 

% 98.47 49.56 50.33 100 60 60 

Persentase 
Pelaksanaan 
Program 
Pembangunan 
sesuai dengan 
Perencanaan 
(RPJMD) 

% 100 65.48 65.48 100 87.62 87.62 

Rata – rata Capaian    78.95   86.90 

 

 

Tabel 3.10 di atas menjelaskan bahwa sasaran strategis  

terkendalinya perencanaan pembangunan daerah tidak mencapai 

target.  Dua indikator kinerja tidak mencapai taget. Rata-rata capaian 

sasaran strategis pada tahun 2016 sebesar 86,90%. 

Indikator kinerja tersedianya dokumen perencanaan RPJMD 

yang ditetapkan dengan Perda telah mencapai target karena  adanya 

penetapan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

RPJMD Kota Palu 2016-2021. 
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Indikator kinerja tersedianya dokumen perencanaan RKPD  

yang telah ditetapkan dengan Perkada  disebabkan karena adanya 

penetapan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemeritah 

Daerah Kota Palu. 

Indikator kinerja persentase pagu belanja OPD yang 

mengakomodir usulan Musrenbang  belum mencapai target 

disebabkan karena: 

-  Adanya usulan masyarakat dalam Musrenbang belum menjadi 

program dan kegiatan yang prioritas di masing-masing OPD 

- Kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan usulan 

masyarakat 

Solusi: 

- Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program-

program prioritas daerah yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun. 

- Memprioritaskan usulan masyarakat dalam musrenbang dengan 

pendekatan rasional, realistis dan proporsional. 

- Mendorong pembiayaan usulan masyarakat di luar pembiayaan 

APBD. 

 

Indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Program 

Pembangunan sesuai dengan Perencanaan (RPJMD) tidak mencapai 

target disebabkan karena: 

- Belum konsistennya program/kegiatan OPD dengan RPJMD. 

- Belum optimalnya fungsi koordinasi perencanaan dan 

peganggaran pembangunan daerah. 

- Belum optimalnya pengendalian program dan kegiatan OPD oleh 

Bappeda. 

Solusi: 

- Meningkatkan peran Bappeda dalam perencanaan dan 

pengendalian program kegiatan OPD. 

- Meningkatkan pemahaman OPD terhadap konsistensi program 

kegiatan dengan dokumen perencanaan 
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Tabel 3.11 
Evaluasi Pencapaian Sasaran Terciptanya Sistem Transportasi Perkotaan  

yang Aman, Lancar dan Nyaman  
 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Tahun 2015 Capaian 
Kinerja 
Tahun 
2015 
(%) 

Tahun 2016 
Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2016 (%) 
Target 

Reali
sasi 

Target 
Reali
sasi 

Tujuan 1 : Mewujudkan sistem transportasi perkotaan berbasis wisata budaya 

S
T

R
A

T
E

G
IS

 1
1

 

Terciptanya 
Sistem 
transportasi 
perkotaan 
yang aman, 
lancar dan 
nyaman 

Jumlah 
Orang yang 
melalui 
Terminal 
per Tahun 

Orang 600.000 612.459 102,68 650.000 623.899 95,98 

Rata – rata Capaian    102,68   95,98 

 

 
Tabel 3.11 di atas menjelaskan bahwa sasaran strategis 

terciptanya sistem transportasi perkotaan yang aman, lancar dan 

nyaman tidak mencapai target.  Adapun rata-rata capaian tahun 2016 

sebesar 95,98% menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 

2015 sebesar 102,68 % hal ini disebabkan karena: 

- Belum optimalnya pelayanan terminal. 

- Semakin menurunnya pelayanan angkutan kota dan semakin 

berkurangnya jumlah armada angkutan kota yang melewati 

terminal 

- Adanya Bus AKAP/AKDP yang tidak masuk terminal dan tidak 

menurunkan penumpang di Terminal. 

- Masih adanya terminal bayangan diluar terminal resmi. 

Solusi: 

- Meningkatkan sarana dan prasarana terminal. 

- Mengoptimalkan fungsi dan pelayanan terminal. 

- Melakukan penertiban dan penindakan hukum terhadap angkutan 

kota yang tidak masuk ke terminal. 

- Meningkatkan pelayanan angkutan kota di terminal. 
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Tabel 3.12 
Evaluasi Pencapaian Sasaran Terwujudnya Fungsi Ruang-Ruang  

Publik Kota Berbasis Budaya 
 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Tahun 2015 
Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2015 (%) 

Tahun 2016 
Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2016 (%) Target 
Reali
sasi 

Target 
Reali
sasi 

Tujuan 3  : Melakukan penataan ruang-ruang publik kota Berbasis budaya 

S
T

R
A

T
E

G
IS

 1
2

 

Terwujudn
ya fungsi 
ruang-
ruang 
publik Kota 
berbasis 
budaya 

Jumlah 
kebijakan 
RTH yang 
ditetapkan 

Kebijakan  3 3  100  6 6 100 

Rata – rata Capaian    100   100 

 

 

Tabel 3.12 di atas menjelaskan bahwa sasaran strategis  

terwujudnya fungsi ruang-ruang publik kota berbasis budaya telah 

mencapai target.  Adapun rata-rata capaian tahun 2016 sebesar 

100%. Hal ini disebabkan karena : 

- Adanya Peraturan Daerah Kota Palu Nomor   Tahun 2014 tentang 

Ruang Terbuka Hijau. 

- Adanya Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Palu Tahun 2010-

2030. 

- Adanya Peraturan Wali Kota Nomor   Tahun 2015 tentang 

Rencana Tata  Bangunan dan Lingkungan Kawasan Hutan Kota 
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Tabel 3.13 

Evaluasi Pencapaian Sasaran Terwujudnya Kebersihan dan  
Keindahan Kota Berbasis Budaya 

 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Tahun 2015 Capaian 
Kinerja 
Tahun 
2015 
(%) 

Tahun 2016 Capaian 
Kinerja 
Tahun 
2016 
(%) 

Target 
Reali
sasi 

Target 
Reali
sasi 

Tujuan 4  : Menciptakan sistem manajemen kebersihan dan keindahan kota berbasis budaya 

S
T

R
A

T
E

G
IS

 1
3

 

Terwujudnya 
kebersihan 
dan 
keindahan 
Kota 
berbasis 
budaya 

Cakupan 
sampah 
yang 
ditangani 

% 100  96  96  100 82 82 

Rata – rata Capaian    96   82 

 

 

Tabel 3.13 di atas menjelaskan bahwa sasaran strategis 

terwujudnya kebersihan dan keindahan kota berbasis budaya tidak 

mencapai target. Adapun rata-rata capaian tahun 2016 sebesar 82 % 

menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 96%. 

Hal ini disebabkan karena : 

- Belum memadainya sarana dan prasarana pengangkutan 

sampah. 

- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan 

keindahan kota. 

Solusi :  

- Peningkatan sarana dan prasarana pengangkutan sampah 

- Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui Gerakan Gali Gasa 

(3G) untuk mewujudkan Kota Palu Berhias (Bersih, Hijau, Indah 

dan Asri). 
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Tabel 3.14 
Evaluasi Pencapaian Sasaran Terwujudnya Pusat-Pusat  

Wisata Berbasis Budaya 
 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Tahun 2015 Capaian 
Kinerja 
Tahun 
2015 
(%) 

Tahun 2016 
Capaian 
Kinerja 
Tahun 

2016 (%) Target 
Reali
sasi 

Target 
Reali
sasi 

Tujuan 5  : Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung  pusat-pusat wisata berbasis budaya 

S
T

R
A

T
E

G
IS

 1
4

 

 
Terwujudnya 
pusat-pusat 
wisata 
berbasis 
budaya 

Jumlah 
Kunjungan 
Wisman dan 
Wisnu 

Wisatawan  104.259  91.779 88,03 102.753 231.084 224,89 

Rata – rata Capaian    88,03   224,89 

 

Tabel 3.14 di atas menjelaskan bahwa sasaran strategis 

terwujudnya pusat-pusat wisata berbasis budaya melampaui target. 

Adapun rata-rata capaian tahun 2016 sebesar 224,89 % dengan 

jumlah wisatawan sebanyak 231.084 orang meningkat jika 

dibandingkan dengan rata-rata capaian tahun 2015 sebesar 88.03% 

dengan jumlah wisatawan sebanyak  91.779 orang. Hal ini disebabkan 

karena : 

- Adanya event pariwisata antara lain: Solar Eclipse (Gerhana 

Matahari Total), dan Festival Palu Nomoni. 

- Peningkatan pembinaan seni dan budaya daerah. 

- Promosi Solar Eclipse (Gerhana Matahari Total), dan Festival Palu 

Nomoni baik dalam negeri maupun di luar negeri. 

 

Gambaran Kenaikan jumlah Wisman dan Wisnus Tahun 2016 , dapat 

dilihat pada Gambar 3.3 

  



58 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Palu Tahun 2016 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 
 

 104,259  

 91,779  

 102,753  

 231,084  

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus

Target 2015

Realisasi 2015

Target 2016

Realisasi 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.3 

Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus 
 

Tabel 3.15 
Evaluasi Pencapaian Sasaran Tersedianya Infrastruktur Dasar  

Kota yang Berkelanjutan 
 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Tahun 2015 
Capaian 
Kinerja 
Tahun 
2015 
(%) 

Tahun 2016 
Capaian 
Kinerja 
Tahun 
2016 
(%) 

Target 
Reali
sasi 

Target 
Reali
sasi 

Tujuan 6 : Menyiapkan infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan 

S
T

R
A

T
E

G
IS

 1
5

 

 
Tersedianya 
infrastruktur 
dasar kota 
yang 
berkelanjutan 

Persentase 
Rumah 
Tinggal 
Bersanitasi 

%  60 59  98.33 60  63 105 

Rata – rata Capaian    98.33   105 
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60 

59 

60 

63 

57

58

59

60

61

62

63

64

Rumah Tinggal Bersanitasi

Target 2015

Realisasi 2015

Target 2016

Realisasi 2016

Tabel 3.15 di atas menjelaskan bahwa sasaran strategis 

tersedianya infrastruktur dasar kota yang berkelanjutan telah 

mencapai target. Adapun rata-rata capaian tahun 2016 sebesar 105%. 

Hal ini disebabkan karena : 

- Adanya program 100 – 0 – 100 dari Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat 

- Adanya program penyehatan sanitasi lingkungan permukiman 

 
Gambaran Kenaikan Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2016 , 

dapat dilihat pada gambar 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Gambar 3.4 

Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi 
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Tabel 3.16 
Evaluasi Pencapaian Sasaran Terlaksananya Internalisasi  

Nilai-Nilai Kearifan Lokal 
 

Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Tahun 2015 Capaian 
Kinerja 
Tahun 
2015 
(%) 

Tahun 2016 Capaian 
Kinerja 
Tahun 
2016 
(%) 

Target 
Reali
sasi 

Target 
Reali
sasi 

Tujuan 2 : Menumbuhkembangkan  nilai-nilai kearifan lokal 

S
T

R
A

T
E

G
IS

 1
6

  
Terlaksana
nya 
internalisas
i nilai-nilai 
kearifan 
lokal 
 

Jumlah Situs 
Cagar 
Budaya yang 
dilestarikan 

Cagar 
Budaya 

16   10 62.50 16  16 100 

Rata – rata Capaian    100   100 

 

 
Tabel 3.16 di atas menjelaskan bahwa sasaran strategis 

terlaksananya internalisasi nilai-nilai kearifan lokal telah mencapai 

target. Adapun rata-rata capaian tahun 2016 sebesar 100 %. Hal ini 

disebabkan adanya komitmen Pemerintah Kota Palu untuk 

meningkatkan sektor Pariwisata melalui program pengelolaan 

kekayaan budaya dan religi. 

 

3.3. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Palu Tahun 2016  

Berpedoman pada indikator makro ekonomi dan dampaknya 

terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi kebijakan fiskal 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah  Kota Palu Tahun 2016–2021 diarahkan kepada :  

1. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber 

dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah  

2. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber 

dari Dana Perimbangan; 

3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja dengan 

pendekatan Rasionalitas, Realitas dan Proporsional;   
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4.  Meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.  

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik 

dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. 

 

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu  Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2016, bahwa Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar       

Rp. 1.444.152.214.772,63, dengan rincian sebagai berikut:   

1. Pendapatan :  

Pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp.1.430.046.760.971               

setelah perubahan sebesar Rp. 1.444.152.214.772,63 (bertambah 

Rp. 14.105.453.801,63.). 

2. Belanja :  

Belanja sebelum perubahan sebesar Rp. 1.428.511.940.718, 

setelah perubahan menjadi Rp. 1.465.729.838.129,52. (bertambah 

Rp. 37,217.897.411,52).  

3. Pembiayaan :  

a. Penerimaan   

Penerimaan sebelum perubahan sebesar Rp.33.321.479.747, 

setelah perubahan sebesar Rp. 54.954.768.756,89. (bertambah 

Rp. 21.633.289.009,89).  

b.  Pengeluaran  

Pengeluaran sebelum perubahan sebesar Rp. 34.856.300,000 

setelah perubahan menjadi sebesar Rp.33.377.145.400. 

berkurang ( Rp.1.479.154.600 ). 

 

3.3.1. Pendapatan 

Berdasarkan RPJMD Kota Palu Tahun  2016 – 2021 

pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada tiga 

pendekatan yaitu rasional, realistis dan proporsional serta mendapat 
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dukungan dari masyarakat. Pada tahun anggaran 2016 pendapatan 

daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.444.152.214.772,63. Adapun  

ikhtisar laporan realisasi anggaran sebagai berikut: 

Pendapatan : 

a. Pendapatan Asli Daerah                     Rp.    279.595.537.617 

b. Dana Perimbangan                             Rp. 1.082.344.458.800 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp.      82.212.218.355 

Total Pendapatan                                    Rp.  1.444.152.214.772 

 
 Adapun Realisai Pendapatan Daerah Tahun 2016  sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.17 
Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palu  Tahun 2016  

 Per 31 Desember 2016 (Sebelum di audit BPK) 
 

Uraian Target 2016 
 

Realisasi 
 

% 

PAD 279.595.537.617,63 306.262.676.729,65 109,54 

Perimbangan 1.082.344.458.800 489.753.720882,37 45,25 

Pendapatan 
Lain-lain 
yang Sah 

82.212.218.355 70.866.895653,00 86,20 

Total 1.444.152.214.772,63 866.883.293.247,02 60,03 

Sumber : Laporan Keuangan pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2016 

 

Tabel 3.17 menjelaskan bahwa PAD melebihi target dari Rp. 

279.595.537.617,63 dan terealisasi sebesar Rp. 284.729.922.655,16 

naik sebesar Rp. 5.134.385.038 atau mencapai 101,84%. Kontribusi 

kenaikan PAD diperoleh dari pendapatan lain-lain BLUD sebesar 

Rp.128.494.165.840,37. 
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Realisasi dana perimbangan tahun 2016 sebesar Rp. 

1.035.430.761.259,00 atau mencapai 95,67% dari target yang 

direncanakan. Demikian halnya realisasi pendapatan lain-lain yang 

sah terealisasi sebesar Rp. 71.983.056.284,00 turun sebesar         

Rp. 963.447.704.975  atau 12,35%.  

Jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD 

menyumbang 20,45% dari total pendapatan Kota Palu di tahun 2016. 

Sedangkan untuk dana perimbangan memberikan kontribusi 

terbesar, yaitu 74,38% dan sisanya sebesar 5,13% adalah lain-lain 

pendapatan daerah yang sah. Semakin besar kontribusi PAD atas 

pendapatan daerah, maka kemandirian daerah semakin besar. 

 

3.3.2. Belanja Daerah 

 

Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2016 disusun 

berdasarkan pendekatan rasional, realistis dan proporsional untuk 

mencapai visi misi pemerintah daerah yang disesuaikan dengan 

tingkat kebutuhan masing-masing program dan kegiatan dalam 

RPJMD. Kebijakan belanja daerah secara deskriptif dapat dituangkan 

ke dalam Tabel 3.18. 

 
 

Tabel 3.18 
Komposisi Belanja Pemerintah Kota Palu Tahun Anggaran 2016 

(Sebelum audit BPK-RI) 
 

No. Urian 

Tahun Anggaran 2016 Setelah Perubahan 

Realisasi 2015 
Anggaran 
Belanja 

Realisasi 
Belanja 

% 

1 
Belanja Tidak 

Langsung 
692.957.936.646,52  672.117.599.311,00  96,99 684.171.094.666,00  

2 
Belanja 

Langsung 
772.771.901.483,00  709.229.582.742,00  91,78 625.385.196.168,00  

Total Belanja 1.465.729.838.129,52 1.381.347.182.053,00 94,24 1.309.556.290.834,00 

Sumber Data :  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Palu, 2016 
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Berdasarkan tabel 3.18 di atas menjelaskan bahwa total 

belanja mencapai 94,24% yang terdiri dari belanja tidak langsung 

memberikan kontribusi sebesar 48,66% dari total anggaran belanja 

daerah. Sedangkan  belanja langsung memiliki kontribusi sebesar 

51,34% sehingga anggaran yang tidak terserap sebesar 5,76%.  

 

3.3.3. Pembiayaan 

Pembiayaan pada struktur APBD tahun anggaran 2016 

dilandasi atas pemikiran bahwa setiap kewajiban yang menjadi 

tanggung jawab Pemerintah Kota Palu senantiasa harus diupayakan 

pelaksanaannya guna menjaga citra dan wibawa Pemerintah Kota 

Palu khususnya kepada pemberi pinjaman dan umumnya kepada 

masyarakat. 

Berkenaan dengan kebijakan pembiayaan daerah Pemerintah 

Kota Palu, maka komponen pembiayaan penggunaannya diarahkan 

untuk menutupi beban hutang Pemerintah Kota Palu yang telah jatuh 

tempo pada tahun anggaran 2016 sesuai dengan kemampuan dan 

kebutuhan, yang pada gilirannya akan mengurangi beban pemerintah 

pada tahun anggaran berikutnya. 

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa 

lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan 

dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian 

pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Untuk lebih jelasanya 

dapat dilihat pada Tabel 3.19 
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Tabel 3.19 
Komposisi Pembiayaan Pemerintah Kota Palu  Tahun Anggaran 2016 

(Sebelum audit BPK-RI) 
 

No. Uraian 

Tahun Anggaran 2016 Setelah Perubahan 
REALISASI 2015 

(Audit) Anggaran 
Belanja 

Realisasi 
Belanja 

% 

1 
Penerimaan 

Pembiayaan Daerah 
54.954.768.756,89  54.737.712.092,02  99,61     69.167.285.994,37  

2 
Pengeluaran 

Pembiayaan Daerah 
33.377.145.400,00  33.362.145.400,00  99,96     29.396.941.290,00  

Total Pembiayaan 21.577.623.356,89 21.375.566.692,02 99,06 39.770.344.704,37 

Sumber Data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kota Palu, 2016 
 

 
Berdasarkan Tabel 3.19 di atas menjelaskan bahwa 

pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2016, ditargetkan sebesar      

Rp. 21.577.623.356,89 dan telah terealisasi sebesar Rp. 

21.375.566.692,02, atau 99,06% (sebelum dilakukan audit oleh BPK-

RI). Kontribusi capaian tersebut diperoleh dari penerimaan 

pembiayaan daerah sebesar 99,61% dan kontribusi pengeluaran 

daerah sebesar  
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Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap enam belas  

sasaran yang mencakup 29 indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa, 

dari 26 indikator kinerja atau 89,65 % bernilai Baik Sekali, 2 (dua) indikator 

kinerja atau 6,90 % bernilai Baik, dan 1(satu) indikator kinerja atau 3,45 % 

bernilai Cukup. Rata-rata realisasi capaian kinerja Pemerintah Kota Palu 

Tahun 2016 mencapai 97,80 % atau bermakna Baik Sekali.  

 

Beberapa langkah antisipatif yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016 

dan Tahun 2017 sedang dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Palu, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Membangun sistem informasi daerah yang berkualitas melalui 

penyediaan data potensi sumberdaya daerah dan pengintegrasian data 

dan informasi seluruh perangkat pemerintahan daerah berbasis GIS; 

2. Meningkatkan kualitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas serta 

pemerataan sarana, prasarana dan tenaga pendidik disetiap 

kecamatan; 

3. Mewujudkan pelayanan kesehatan prima yang terjangkau dan 

berkualitas; 

4. Mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah 

melalui pembinaan dan bantuan aksesibilitas ke lembaga keuangan 

5. Mengembangkan kluster industri kreatif ditiap wilayah kelurahan untuk 

mendukung pariwisata; 

6. Mewujudkan tata laksana pemerintahan yang transparan, akuntabel, 

dan  profesional berbasis budaya; 

7. Menyediakan sarana transportasi massal yang efisien dan ramah 

lingkungan; 

8. Meningkatkan  luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai sarana 

ruang publik; 
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9. Meningkatkan kualitas wisata budaya melalui penataan dan 

pengelolaan infrastuktur berbasis budaya; 

10. Meningkatkan kelembagaan adat di tiap wilayah kecamatan dan 

kelurahan Kota Palu; 

11. Mendorong pelestarian budaya, adat istiadat daerah khususnya pada 

pendidikan dasar di Kota Palu; 

 

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Kota Palu tahun 2016, disusun untuk dijadikan bahan evaluasi dan penilaian 

kinerja Pemerintah Kota Palu. Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat 

dalam meningkatkan kinerja yang akan datang. 
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PEMERIIYTAH KOTA PALU
INSPEKTORAT KOTA PALU

Jl. Balaikots Utara No. I A Telp./Fax. (0451) 425542Pa1u

PER}IYATAA}i TELAH DIREVIU
LAPORAN KII\TER.IA INSTAIYSI PEMERINTAII KOTA PALU

TAET]N AI{GGARAN 2016

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palu untuk tahun

Anggaran 2016 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi RI Tahun No. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerj4

pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas [,aporan tntansi Pernerintah. Substansi informasi

yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota

Palu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah

disajikan secara akurat, dan berkualitas. Reviu mempunyai lingkup yang lebih sempit

dibandingkan dengan lingkup evaluasi yang dilakukan sesuai dengan peraturarl terkait tujuan

memberi penilaian atas kinerja yang dilaksanakan.

Berdasarkan reviu kami, terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan

dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Laporan Hasil Reviu LAKIP Pemerintah Kota Polu Tahun 2017



PEMERINTAH KOTA PALU
INSPEKTORAT KOTA PALU

Jl. Balaikota Utara No. I A Telp./Fax. (0451) 425542Pa1u

FORMULIR
CI{ECKLIST

Pernyataan Check list

I Format
l.Laporan Kinerja (L$ telah menampilkan

data penting IP

2.LKj t€lah menyajikan informasi target
kinerja

3. LKi telah menyajikan capaian kinerja IP
yang memadai

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang

mendukung informasi pada badan laporan

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke

depan

6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

II Mekanisme
penyusunan

l. LKi tP disusun oleh unit keda yang

memilikitugas fungsi untuk itu

2. tnformasi yang disampaikan dalam LKj
telah didukung dengan data Yang
memadai

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian
data dan informasi dari unit kerja ke unit
penyusun LKj

4. f.fun ditetapkan penanggung jawab
pengumpulan datalinformasi di setiap

unit kerja

5. Data/infonnasi kinerja yang disampaikan
dalam LKj telah diyakioi keandalannya

Ya

Ya

Tidak

tidak

Ya

Laporan Hqsil Reviu LAKIP Pemerintah Kota Pslu Tahun 2077



6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah
diketahui oleh unit kerja terkait

LKi IP bulanan merupakan gabungan
partisioasi dari dibawahnva.

7.

Ya

Ya

ilI Substansi l. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai

dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian
kinerja

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras
dengan rencana strategis

3. Jika butir I dan?jawabannya tidalq maka
terdapat penjelasan yang memadai

4. Tujuar/sasarian dalam LKj telah sesuai

dengan tujuan/sasaran dalam Indikator
Kinerja

5. Tujuar/sasaran dalam LKj telah sesuai

dengan tujuan/sasaran dalam Indikator
Kinerja Utama

7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidal!
maka terdapat penjelasan yang memadai

8. Telah terdapat perbandingan data kinerja
dengan tahun lalu, standar nasional dan
sebagainya yang bennanfaat

9. IKU dan IK telah cukup mengukur
tujuan/sasaran

10. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan
yang memadai

11. IKU dan IK telah SMART

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak
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Nomor

Sifat

Lampiran

Hal

PEMERINTAH KOTA PALU
INSPEKTORAT KOTA PALU
Jl. Balaikota Utara No. 1A Telp./Fax. (0451) 425542Pa1a

Palu 25 Matet20lT

706I I.LHR/RHSIIB.I,/ITKOT

Penting

Laporan Hasil Reviu atas Akuntabilitas Kinerja Insansi

Pernerinah Kota Palu Tahun 2016

Dengan ini kami sampaikan laporan Hasil Reviu Atas Kinerja Pemerintah Kota Palu Tahun

2A16 dengantolak ukur Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Palu tahun 2016 -z}l2l,Perjanjian Kinerj4 Pengukuran Kinerja, Indikator

Kinerja utama (tr(u) serta dokumen lain yang mendukung dengan hasil sebagai berikut :

A. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja tnstansi Pemerintah Kota Palu untuk tahun

Anggaran 2016 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birolcasi RI Tahun No. 53 Tahun 2015 tentang Pehmjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan tntansi Pemerintah. Substansi

informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja.menjadi tanggung jawab manajemen

Pemerintah Kota Palu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah

disajikan secara akurat, dan berkualitas. Reviu mempunyai lingkup yang lebih sempit

trpoi" Hasil Reviu LAKIP Pemerintah Kota Palu Tahun 2017
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